
PENGARUH KOMPETENSI TERHADAP INDEX KEPUASAN
MASYARAKAT DENGAN LAYANAN PUBLIK SEBAGAI

VARIABEL INTERVENING

TESIS

MARLYANGREINY

MANAJEMEN SUMBER DAYAMANUSIA

24251033P

PROGRAM STUDI MAGISTERMANAJEMEN S-2
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BINADARMA

PALEMBANG
2026

 



PENGARUH KOMPETENSI TERHADAP INDEX KEPUASAN
MASYARAKAT DENGAN LAYANAN PUBLIK SEBAGAI

VARIABEL INTERVENING

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat

untuk memperoleh gelar

MAGISTERMANAJEMEN

MARLYANGREINY

MANAJEMEN SUMBER DAYAMANUSIA

24251033P

PROGRAM STUDI MAGISTERMANAJEMEN S-2
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BINADARMA

PALEMBANG
2026

 



 

https://v3.camscanner.com/user/download


 

https://v3.camscanner.com/user/download


 



I

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur
terhadap indeks kepuasan masyarakat dengan layanan publik sebagai variabel
intervening pada pelayanan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
(SKCK) di Polrestabes Palembang. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada
pentingnya kualitas pelayanan publik dalam meningkatkan kepuasan masyarakat,
yang salah satunya ditentukan oleh kompetensi aparatur sebagai penyelenggara
pelayanan. Kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan,
profesionalisme, dan kemampuan komunikasi diyakini memiliki peran penting
dalam membentuk kualitas layanan publik yang efektif dan responsif. Penelitian
ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode explanatory research.
Populasi penelitian adalah masyarakat yang menggunakan layanan pembuatan
SKCK di Polrestabes Palembang, dengan sampel sebanyak 150 responden yang
dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan
melalui kuesioner dengan skala Likert lima poin. Analisis data menggunakan
Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan
bantuan aplikasi SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi
aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap layanan publik, kompetensi
aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks kepuasan masyarakat,
serta layanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks kepuasan
masyarakat. Selain itu, layanan publik terbukti mampu memediasi pengaruh
kompetensi terhadap indeks kepuasan masyarakat secara signifikan. Temuan ini
menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi aparatur akan lebih efektif dalam
meningkatkan kepuasan masyarakat apabila diwujudkan melalui kualitas layanan
publik yang baik. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa kompetensi
aparatur merupakan faktor strategis dalam meningkatkan kualitas layanan publik
dan kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan
pembuatan SKCK di Polrestabes Palembang perlu dilakukan melalui penguatan
kompetensi sumber daya manusia aparatur dan perbaikan sistem pelayanan publik
secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kompetensi, Layanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, SKCK,
SEM-PLS.
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ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of apparatus competency on the community
satisfaction index with public service as an intervening variable in the issuance of
Police Record Certificates (SKCK) at Polrestabes Palembang. The background of
this research is based on the importance of public service quality in improving
community satisfaction, which is significantly influenced by the competency of
public service officers. Competency, which includes knowledge, technical skills,
professionalism, and communication ability, is considered a crucial factor in
delivering effective, responsive, and high-quality public services. This research
employed a quantitative approach using an explanatory research design. The study
population consisted of citizens utilizing SKCK services at Polrestabes
Palembang, with a sample of 150 respondents selected through purposive
sampling. Data were collected using structured questionnaires based on a five-
point Likert scale. Data analysis was conducted using Structural Equation
Modeling based on Partial Least Squares (SEM-PLS) with SmartPLS software.
The results revealed that apparatus competency has a positive and significant
effect on public service quality, apparatus competency also has a positive and
significant direct effect on the community satisfaction index, and public service
quality has a positive and significant effect on community satisfaction.
Furthermore, public service quality was proven to significantly mediate the
relationship between apparatus competency and community satisfaction. These
findings indicate that improving apparatus competency will more effectively
enhance community satisfaction when such competency is implemented through
high-quality public service delivery. The study concludes that apparatus
competency is a strategic determinant in improving public service quality and
community satisfaction. Therefore, enhancing SKCK service performance at
Polrestabes Palembang requires continuous improvement in human resource
competency as well as sustainable public service system reforms.

Keywords: Competency, Public Service, Community Satisfaction Index, Police
Record Certificate (SKCK), SEM-PLS.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam

memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan modern,

kualitas pelayanan publik tidak hanya dinilai dari tersedianya layanan, tetapi juga

dari sejauh mana layanan tersebut mampu diberikan secara cepat, tepat, transparan,

mudah diakses, dan sesuai dengan harapan masyarakat. Pelayanan publik menjadi

wajah utama birokrasi karena masyarakat berinteraksi langsung dengan aparatur

sebagai penyelenggara layanan. Oleh sebab itu, keberhasilan suatu instansi publik

dalam memberikan pelayanan sering kali diukur dari tingkat kepuasan masyarakat

sebagai pengguna layanan. Pelayanan publik di Indonesia telah diatur dalam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang

menegaskan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan

pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Ketentuan

tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik bukan hanya kegiatan

administratif, melainkan bentuk tanggung jawab negara kepada masyarakat.

Dalam konteks ini, pelayanan publik harus dilaksanakan berdasarkan prinsip

akuntabilitas, transparansi, partisipasi, kesamaan hak, serta keseimbangan antara

hak dan kewajiban penyelenggara maupun penerima layanan.

Salah satu bentuk pelayanan publik yang memiliki peran penting dalam

kehidupan masyarakat adalah pelayanan pembuatan Surat Keterangan Catatan

Kepolisian atau SKCK. SKCK merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh

Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada masyarakat untuk menerangkan

ada atau tidaknya catatan kriminal seseorang. Dokumen ini banyak dibutuhkan

untuk berbagai keperluan, seperti melamar pekerjaan, melanjutkan pendidikan,

mengikuti seleksi penerimaan pegawai, pengurusan administrasi tertentu, maupun

kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, pelayanan SKCK harus dilaksanakan secara

profesional karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Dalam

konteks pelayanan pembuatan SKCK di Polrestabes Palembang, kualitas

pelayanan menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Pelayanan SKCK

merupakan pelayanan administratif yang melibatkan interaksi langsung antara
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petugas dan masyarakat. Interaksi tersebut mencakup pemberian informasi,

pemeriksaan persyaratan, penginputan data, verifikasi dokumen, proses penerbitan,

hingga penyerahan hasil layanan. Dengan demikian, keberhasilan pelayanan

SKCK sangat bergantung pada kemampuan aparatur dalam memberikan

pelayanan yang jelas, cepat, ramah, dan sesuai prosedur.

Salah satu faktor penting yang memengaruhi kualitas pelayanan publik

adalah kompetensi aparatur. Kompetensi aparatur dapat dipahami sebagai

kemampuan individu dalam melaksanakan tugas yang mencakup pengetahuan,

keterampilan, sikap, komunikasi, dan profesionalisme kerja. Spencer dan Spencer

(1993) menjelaskan bahwa kompetensi merupakan karakteristik dasar individu

yang berhubungan dengan kinerja unggul dalam pekerjaan. Artinya, aparatur yang

memiliki kompetensi tinggi cenderung mampu melaksanakan pekerjaan secara

lebih efektif, bertanggung jawab, dan menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Dalam pelayanan publik, kompetensi aparatur tidak hanya berkaitan dengan

kemampuan teknis, tetapi juga mencakup kemampuan memahami kebutuhan

masyarakat, menyampaikan informasi dengan jelas, bersikap sopan, serta

memberikan pelayanan secara adil dan profesional. Hal ini sejalan dengan

pandangan Wibowo (2021) bahwa kompetensi menjadi salah satu faktor penting

dalam menentukan kinerja pegawai, karena kompetensi mencerminkan kapasitas

seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Apabila aparatur memiliki kompetensi yang baik, maka proses pelayanan akan

lebih mudah dikendalikan, kesalahan administratif dapat diminimalkan, dan

masyarakat akan memperoleh pelayanan yang lebih memuaskan.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa kompetensi aparatur

memiliki hubungan yang erat dengan kualitas pelayanan publik. Aini dan

Rahmawati (2022) menemukan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif

terhadap kualitas pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah. Hasil

penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi aparatur,

semakin baik pula pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Temuan serupa

dikemukakan oleh Iskandar dan Putri (2020), yang menyatakan bahwa

kompetensi sumber daya manusia aparatur merupakan faktor penting dalam

mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
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Dengan demikian, kompetensi aparatur dapat diposisikan sebagai faktor dasar

yang memengaruhi kualitas pelayanan. Dalam konteks pelayanan SKCK,

kompetensi aparatur menjadi semakin penting karena masyarakat membutuhkan

pelayanan yang cepat, akurat, dan mudah dipahami. Petugas yang memahami

prosedur pelayanan dengan baik akan mampu menjelaskan persyaratan secara

jelas kepada masyarakat. Petugas yang memiliki keterampilan teknis akan mampu

memproses dokumen secara lebih tepat. Sementara itu, petugas yang memiliki

sikap profesional dan komunikasi yang baik akan mampu menciptakan

pengalaman pelayanan yang positif bagi masyarakat. Dengan demikian,

kompetensi aparatur menjadi faktor utama yang menentukan bagaimana

pelayanan publik dirasakan oleh masyarakat.

Selain kompetensi aparatur, kualitas layanan publik juga merupakan faktor

yang sangat menentukan tingkat kepuasan masyarakat. Kualitas layanan publik

menggambarkan sejauh mana pelayanan yang diberikan mampu memenuhi

harapan pengguna layanan. Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) melalui

model SERVQUAL menjelaskan bahwa kualitas pelayanan dapat diukur melalui

lima dimensi utama, yaitu reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan

tangibles. Reliability berkaitan dengan kemampuan memberikan pelayanan secara

tepat dan dapat diandalkan. Responsiveness berkaitan dengan kesediaan petugas

memberikan pelayanan secara cepat dan membantu masyarakat. Assurance

berkaitan dengan kemampuan petugas menumbuhkan rasa percaya. Empathy

mencerminkan perhatian petugas terhadap kebutuhan masyarakat, sedangkan

tangibles berkaitan dengan fasilitas fisik dan sarana pelayanan. Model

SERVQUAL banyak digunakan dalam penelitian pelayanan publik karena mampu

menjelaskan kualitas pelayanan berdasarkan persepsi pengguna layanan. Dalam

pelayanan SKCK, dimensi reliability terlihat dari ketepatan proses pelayanan dan

kesesuaian prosedur. Responsiveness terlihat dari kecepatan petugas dalam

melayani masyarakat dan merespons pertanyaan atau keluhan. Assurance terlihat

dari kepercayaan masyarakat terhadap petugas dan kepastian pelayanan yang

diberikan. Empathy terlihat dari keramahan, kesopanan, dan perhatian petugas

kepada masyarakat. Sementara itu, tangibles terlihat dari fasilitas pelayanan,

ruang tunggu, kebersihan, kenyamanan, serta ketersediaan informasi pelayanan.
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Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas layanan publik

memiliki pengaruh terhadap kepuasan masyarakat. Lanin dan Hermanto (2019)

menemukan bahwa kualitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap

kepuasan dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah di Indonesia.

Penelitian tersebut menegaskan bahwa semakin baik kualitas pelayanan yang

diberikan, semakin tinggi pula tingkat kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggara pelayanan. Ningsih dan Haryono (2023) juga menemukan bahwa

pelayanan publik yang responsif, jelas, dan didukung sistem pelayanan yang baik

mampu meningkatkan indeks kepuasan masyarakat. Temuan ini menunjukkan

bahwa kualitas pelayanan publik menjadi variabel penting dalam membentuk

kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat sendiri merupakan indikator penting

dalam menilai keberhasilan pelayanan publik. Kotler dan Keller (2016)

menjelaskan bahwa kepuasan merupakan perasaan senang atau kecewa seseorang

yang muncul setelah membandingkan antara kinerja layanan yang diterima

dengan harapan sebelumnya. Apabila kinerja pelayanan sesuai atau melebihi

harapan, maka pengguna layanan akan merasa puas. Sebaliknya, apabila

pelayanan yang diterima berada di bawah harapan, maka masyarakat akan merasa

tidak puas. Dalam sektor publik, kepuasan masyarakat tidak hanya mencerminkan

penilaian terhadap pelayanan, tetapi juga menjadi ukuran kepercayaan masyarakat

terhadap institusi penyelenggara layanan.

Di Indonesia, pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

juga dikenal melalui Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM. Berdasarkan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 14 Tahun 2017, survei kepuasan masyarakat digunakan untuk mengukur

tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap kinerja unit

penyelenggara pelayanan publik. Dengan adanya IKM, instansi pemerintah dapat

mengetahui sejauh mana kualitas layanan telah memenuhi harapan masyarakat,

sekaligus mengidentifikasi aspek pelayanan yang masih perlu diperbaiki. Oleh

karena itu, IKM menjadi instrumen penting dalam evaluasi dan peningkatan

kualitas pelayanan publik. Dalam pelayanan SKCK, kepuasan masyarakat dapat

dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti kemudahan prosedur, kejelasan informasi,
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kecepatan waktu pelayanan, keramahan petugas, transparansi biaya, kenyamanan

fasilitas, dan ketepatan hasil pelayanan. Masyarakat akan merasa puas apabila

pelayanan berjalan lancar, tidak berbelit-belit, petugas memberikan informasi

yang jelas, serta dokumen SKCK dapat diterbitkan sesuai waktu yang dijanjikan.

Sebaliknya, masyarakat akan merasa kurang puas apabila pelayanan lambat,

informasi tidak jelas, atau petugas kurang responsif terhadap kebutuhan

masyarakat.

Penelitian Utami dan Firmansyah (2021) menunjukkan bahwa kualitas

pelayanan SKCK berbasis elektronik memiliki hubungan positif dengan kepuasan

masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan SKCK yang lebih mudah,

transparan, dan berbasis sistem dapat meningkatkan pengalaman masyarakat

dalam memperoleh layanan. Selain itu, penelitian Fadli dan Nurhayati (2021) juga

menemukan bahwa kualitas pelayanan administrasi kepolisian berpengaruh

terhadap kepuasan masyarakat. Temuan tersebut relevan dengan penelitian ini

karena pelayanan SKCK merupakan salah satu bentuk pelayanan administratif

kepolisian yang menuntut profesionalisme aparatur dan kualitas sistem pelayanan.

Kompetensi aparatur juga dapat memengaruhi kepuasan masyarakat secara

langsung. Dalam pelayanan publik, masyarakat tidak hanya menilai hasil akhir

pelayanan, tetapi juga proses dan interaksi selama menerima layanan. Petugas

yang ramah, komunikatif, memahami prosedur, dan mampu memberikan solusi

akan menciptakan pengalaman pelayanan yang positif. Pengalaman tersebut dapat

meningkatkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan pada akhirnya

meningkatkan kepuasan. Pratama dan Susanto (2020) menemukan bahwa

profesionalisme aparatur berpengaruh terhadap kualitas pelayanan dan kepuasan

masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kompetensi aparatur, terutama

sikap dan profesionalisme, memiliki peran penting dalam membentuk kepuasan

masyarakat.

Namun demikian, pengaruh kompetensi terhadap kepuasan masyarakat

tidak selalu terjadi secara langsung. Dalam banyak kasus, kompetensi aparatur

terlebih dahulu diwujudkan dalam bentuk kualitas pelayanan yang dirasakan

masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat tidak selalu menilai kompetensi

aparatur secara abstrak, tetapi menilai kompetensi tersebut melalui pengalaman
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pelayanan yang mereka terima. Aparatur yang kompeten akan menghasilkan

pelayanan yang lebih cepat, jelas, responsif, dan profesional. Pelayanan yang baik

inilah yang kemudian meningkatkan kepuasan masyarakat. Oleh karena itu,

layanan publik dapat diposisikan sebagai variabel intervening dalam hubungan

antara kompetensi aparatur dan indeks kepuasan masyarakat. Secara teoritis,

hubungan antara kompetensi, layanan publik, dan kepuasan masyarakat dapat

dijelaskan melalui pendekatan input-process-output. Kompetensi aparatur

berperan sebagai input karena menjadi modal utama dalam pelaksanaan pelayanan.

Layanan publik berperan sebagai proses karena merupakan bentuk nyata dari

kompetensi yang diterapkan dalam kegiatan pelayanan. Sementara itu, indeks

kepuasan masyarakat berperan sebagai output karena mencerminkan hasil akhir

dari pengalaman masyarakat terhadap pelayanan yang diterima. Pendekatan ini

menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh

kompetensi aparatur, tetapi juga oleh kualitas proses pelayanan yang diberikan.

Penelitian Kurniawan dan Lestari (2021) menunjukkan bahwa kualitas

layanan dapat berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara kinerja

sektor publik dan kepuasan masyarakat. Temuan tersebut memperkuat

argumentasi bahwa kualitas pelayanan merupakan mekanisme penting yang

menjembatani faktor internal organisasi dengan kepuasan pengguna layanan.

Sejalan dengan itu, Setiawan dan Arifin (2023) melalui pendekatan model

struktural menemukan bahwa kompetensi, kualitas layanan, dan kepuasan

masyarakat memiliki hubungan yang saling berkaitan dalam administrasi publik.

Dengan demikian, layanan publik tidak hanya berperan sebagai variabel yang

berdiri sendiri, tetapi juga sebagai penghubung antara kompetensi aparatur dan

kepuasan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penelitian mengenai

pengaruh kompetensi terhadap indeks kepuasan masyarakat dengan layanan

publik sebagai variabel intervening memiliki dasar teoritis dan empiris yang kuat.

Teori kompetensi menjelaskan pentingnya kemampuan aparatur dalam menunjang

kinerja pelayanan. Teori kualitas layanan menjelaskan bagaimana pelayanan

dinilai berdasarkan persepsi masyarakat. Teori kepuasan menjelaskan bahwa

masyarakat akan merasa puas apabila pelayanan yang diterima sesuai dengan
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harapan. Sementara itu, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kompetensi

berpengaruh terhadap kualitas layanan, kualitas layanan berpengaruh terhadap

kepuasan, dan kualitas layanan dapat memediasi hubungan antara kompetensi dan

kepuasan masyarakat.

Meskipun penelitian mengenai kompetensi, kualitas pelayanan, dan

kepuasan masyarakat telah banyak dilakukan, kajian yang secara khusus

menempatkan layanan publik sebagai variabel intervening dalam hubungan antara

kompetensi dan indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan SKCK di

Polrestabes Palembang masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu

lebih banyak menguji pengaruh langsung antara kompetensi terhadap pelayanan

atau kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat. Padahal, dalam praktik

pelayanan publik, kompetensi aparatur tidak selalu langsung dirasakan oleh

masyarakat, melainkan terwujud melalui proses pelayanan. Hal ini menunjukkan

adanya celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena

tidak hanya menguji pengaruh langsung kompetensi terhadap indeks kepuasan

masyarakat, tetapi juga menganalisis peran layanan publik sebagai variabel

intervening. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih

komprehensif mengenai bagaimana kompetensi aparatur dapat meningkatkan

kepuasan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan publik. Dalam konteks

pelayanan pembuatan SKCK di Polrestabes Palembang, hasil penelitian ini

diharapkan dapat menjadi masukan bagi institusi dalam meningkatkan kompetensi

aparatur, memperbaiki kualitas layanan, dan meningkatkan indeks kepuasan

masyarakat secara berkelanjutan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian mengenai pentingnya kompetensi

aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta dampaknya terhadap

indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan pembuatan SKCK di Polrestabes

Palembang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan

sebagai berikut:
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1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap layanan publik pada

pelayanan pembuatan SKCK di Polrestabes Palembang?

2. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap indeks kepuasan masyarakat

pada pelayanan pembuatan SKCK di Polrestabes Palembang?

3. Apakah layanan publik berpengaruh terhadap indeks kepuasan

masyarakat pada pelayanan pembuatan SKCK di Polrestabes Palembang?

4. Apakah layanan publik mampu memediasi pengaruh kompetensi

terhadap indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan pembuatan SKCK

di Polrestabes Palembang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan

penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh kompetensi terhadap layanan publik pada

pelayanan pembuatan SKCK di Polrestabes Palembang.

2. Menganalisis pengaruh kompetensi terhadap indeks kepuasan

masyarakat pada pelayanan pembuatan SKCK di Polrestabes Palembang.

3. Menganalisis pengaruh layanan publik terhadap indeks kepuasan

masyarakat pada pelayanan pembuatan SKCK di Polrestabes Palembang.

4. Menganalisis peran layanan publik sebagai variabel intervening dalam

hubungan antara kompetensi dan indeks kepuasan masyarakat pada

pelayanan pembuatan SKCK di Polrestabes Palembang.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, maka penelitian ini

diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

Manfaat tersebut mencerminkan kontribusi penelitian dalam pengembangan ilmu

pengetahuan serta sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam

upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.4.1.Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik
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dan manajemen pelayanan publik. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya

kajian mengenai hubungan antara kompetensi aparatur, kualitas layanan publik,

dan indeks kepuasan masyarakat dengan menempatkan layanan publik sebagai

variabel intervening. penelitian ini dapat memperkuat dan menguji relevansi teori

kualitas pelayanan seperti konsep SERVQUAL yang dikembangkan oleh A.

Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, dan Leonard L. Berry, serta teori kepuasan

pelanggan dari Kotler Philip dan Kevin Lane Keller dalam konteks sektor publik,

khususnya pelayanan kepolisian. penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi

referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji model

hubungan kausal antara kompetensi, kualitas layanan, dan kepuasan masyarakat

menggunakan pendekatan Structural Equation Modeling (SEM), khususnya dalam

konteks pelayanan publik di Indonesia.

1.4.2.Manfaat Praktis

Di samping manfaat teoritis, penelitian ini juga diharapkan memberikan

manfaat praktis bagi berbagai pihak yang berkepentingan, khususnya dalam upaya

meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat.

1. Bagi Institusi Kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis bagi

Polrestabes Palembang dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan

publik, khususnya dalam pelayanan pembuatan SKCK. Hasil penelitian

ini dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan

peningkatan kompetensi aparatur, baik melalui pelatihan, pengembangan

keterampilan pelayanan, maupun peningkatan profesionalisme petugas.

2. Bagi Aparatur Pelayanan Publik

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi petugas pelayanan

dalam meningkatkan kualitas kinerja, terutama dalam aspek kompetensi

yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan komunikasi.

Dengan kompetensi yang lebih baik, diharapkan aparatur mampu

memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan responsif terhadap

kebutuhan masyarakat.

3. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan
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Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah maupun

instansi terkait dalam merancang kebijakan peningkatan kualitas

pelayanan publik berbasis kompetensi aparatur. Selain itu, hasil

penelitian ini juga dapat mendukung implementasi reformasi birokrasi

yang berorientasi pada peningkatan kepuasan masyarakat.

4. Bagi Masyarakat

Secara tidak langsung, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

manfaat bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan meningkatnya kompetensi aparatur dan kualitas layanan,

masyarakat akan memperoleh pelayanan yang lebih baik, transparan,

dan memuaskan dalam proses pembuatan SKCK.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan

gambaran yang jelas mengenai isi dan pembahasan dalam setiap bab, sehingga

memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi penelitian. Adapun

sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. BAB 1 PENDAHULUAN:

Bab pendhauluan ini terdiri dari:

a. Latar belakang penelitian

b. Rumusan maslaah

c. Tujuan penelitian

d. Manfaat penelitian

e. Sistematika penulisan

2. BAB II TINJUAN PUSTAKA

a. Lanadasn teorI

b. Penelitian terdahulu

c. Kerangka penelitian

d. Pengembangan hipotesis

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

a. Objek penelitian

b. Jenis dan sumber data
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c. Populasi dan sampel penelitian

d. Jenis dan sumber data

e. Teknik pengumpulan data

f. Operasional variabel penelitian

g. Teknik analisis data

4. BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL

a. Gambaran umum objek penelitian

b. Karakteristik responden

c. Analisis Deskriptif variabel

d. Hasil Analisis SmartPls

e. Pengujian Hipotesis

f. Pengujian Mediasi

g. Pembahasan

5. BAB V PENUTUP

a. Kesimpulan

b. Saran

c. Keterbatasan penelitian

d. Penutup Akhir
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Landasan teori dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar konseptual

untuk menjelaskan hubungan antara kompetensi aparatur, layanan publik, dan

indeks kepuasan masyarakat. Ketiga variabel tersebut memiliki keterkaitan yang

erat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya pada pelayanan

administratif seperti pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Kompetensi aparatur dipandang sebagai faktor input yang memengaruhi kualitas

layanan publik, sedangkan layanan publik berperan sebagai proses yang dirasakan

langsung oleh masyarakat. Adapun indeks kepuasan masyarakat menjadi output

atau hasil akhir dari pengalaman masyarakat dalam menerima pelayanan.

Secara umum, landasan teori dalam penelitian ini mengacu pada teori

kompetensi, teori pelayanan publik, teori kualitas layanan, teori kepuasan

masyarakat, serta konsep Indeks Kepuasan Masyarakat. Teori-teori tersebut

digunakan untuk menjelaskan dasar hubungan antar variabel serta memperkuat

model penelitian yang menempatkan layanan publik sebagai variabel intervening.

2.1.1.Teori Administrasi Publik dan Pelayanan Publik

Administrasi publik merupakan bidang kajian yang berkaitan dengan

penyelenggaraan kebijakan dan pelayanan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan modern, administrasi publik tidak hanya

berorientasi pada pelaksanaan aturan, tetapi juga pada penciptaan pelayanan yang

responsif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan pandangan Denhardt dan Denhardt (2003) dalam konsep

New Public Service, yang menekankan bahwa aparatur publik seharusnya tidak

hanya “mengendalikan” atau “mengarahkan” masyarakat, tetapi melayani

masyarakat sebagai warga negara.

Pelayanan publik di Indonesia secara normatif diatur dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menjelaskan

bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk
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atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh

penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan ketentuan tersebut, pelayanan

publik harus diselenggarakan berdasarkan prinsip kepastian hukum, keterbukaan,

akuntabilitas, ketepatan waktu, kemudahan, dan kesetaraan.

Menurut Sinambela (2016), pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang

dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik harus dilaksanakan

secara profesional karena menyangkut hak masyarakat sebagai penerima layanan.

Sementara itu, Hardiansyah (2018) menjelaskan bahwa pelayanan publik

merupakan aktivitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara negara kepada

masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan barang, jasa, maupun administratif.

Menurut Sinambela (2016), pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang

dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik harus dilaksanakan

secara profesional karena menyangkut hak masyarakat sebagai penerima layanan.

Sementara itu, Hardiansyah (2018) menjelaskan bahwa pelayanan publik

merupakan aktivitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara negara kepada

masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan barang, jasa, maupun administratif.

Teori administrasi publik dan pelayanan publik memberikan dasar bahwa

pelayanan kepada masyarakat merupakan fungsi utama pemerintah dan institusi

publik. Dalam penelitian ini, Polrestabes Palembang sebagai institusi kepolisian

tidak hanya menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban, tetapi juga fungsi

pelayanan administratif melalui penerbitan SKCK. Dengan demikian,

keberhasilan pelayanan SKCK dapat dinilai dari sejauh mana pelayanan tersebut

mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

2.1.2.Teori Kompetensi

Kompetensi merupakan salah satu konsep penting dalam manajemen

sumber daya manusia karena berhubungan langsung dengan kemampuan individu

dalam melaksanakan pekerjaan. Menurut Spencer dan Spencer (1993),

kompetensi adalah karakteristik dasar yang dimiliki seseorang yang berhubungan

secara kausal dengan kinerja efektif atau unggul dalam suatu pekerjaan.

Kompetensi tidak hanya mencakup pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga
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mencakup sikap, motivasi, nilai, dan karakteristik pribadi yang memengaruhi

perilaku kerja seseorang. Boyatzis (1982) juga menjelaskan bahwa kompetensi

merupakan kapasitas yang dimiliki individu untuk menunjukkan kinerja yang

efektif dalam pekerjaannya. Selanjutnya, Boyatzis (2008) menegaskan bahwa

kompetensi memiliki hubungan dengan kinerja unggul karena mencakup

kemampuan kognitif, emosional, dan sosial yang mendukung keberhasilan

seseorang dalam menjalankan tugas.

Dalam konteks organisasi, Wibowo (2021) menyatakan bahwa kompetensi

adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan yang didasarkan

pada keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja sesuai standar yang ditetapkan.

Mangkunegara (2017) juga menjelaskan bahwa kompetensi berhubungan dengan

kemampuan pegawai dalam menjalankan tugasnya secara efektif, sehingga

kompetensi menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja pegawai.

Kompetensi aparatur dalam pelayanan publik mencakup beberapa aspek utama,

yaitu pengetahuan tentang prosedur pelayanan, keterampilan teknis, kemampuan

komunikasi, sikap kerja, tanggung jawab, dan profesionalisme. Aparatur yang

memiliki kompetensi baik akan mampu memahami kebutuhan masyarakat,

memberikan informasi yang jelas, menyelesaikan pekerjaan secara tepat, dan

menciptakan pengalaman pelayanan yang positif.

Dalam pelayanan pembuatan SKCK, kompetensi aparatur sangat penting

karena petugas berhadapan langsung dengan masyarakat. Petugas harus

memahami persyaratan administrasi, alur pelayanan, sistem verifikasi data, serta

mampu menjelaskan informasi pelayanan dengan bahasa yang mudah dipahami.

Selain itu, petugas juga harus mampu menunjukkan sikap ramah, sabar, teliti, dan

profesional dalam melayani masyarakat.

Berdasarkan teori kompetensi, dapat dipahami bahwa kompetensi aparatur

merupakan faktor awal yang menentukan kualitas pelaksanaan pelayanan.

Kompetensi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga dengan

sikap dan perilaku aparatur saat memberikan pelayanan. Dalam penelitian ini,

kompetensi diposisikan sebagai variabel independen karena menjadi faktor yang

memengaruhi kualitas layanan publik dan kepuasan masyarakat.
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2.1.3.Teori Kualitas Layanan

Kualitas layanan merupakan konsep yang banyak digunakan untuk menilai

sejauh mana pelayanan mampu memenuhi harapan pengguna layanan. Salah satu

teori kualitas layanan yang paling banyak digunakan adalah model SERVQUAL

yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988). Model

SERVQUAL menjelaskan bahwa kualitas layanan dapat diukur melalui lima

dimensi utama, yaitu reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan

tangibles.

Reliability atau keandalan berkaitan dengan kemampuan penyedia layanan

dalam memberikan pelayanan secara tepat, konsisten, dan sesuai janji.

Responsiveness atau daya tanggap berkaitan dengan kesediaan petugas dalam

membantu masyarakat dan memberikan pelayanan secara cepat. Assurance atau

jaminan berkaitan dengan kemampuan petugas dalam menumbuhkan rasa percaya

dan aman kepada pengguna layanan. Empathy atau empati menunjukkan

perhatian dan kepedulian petugas terhadap kebutuhan masyarakat. Tangibles atau

bukti fisik berkaitan dengan fasilitas pelayanan, sarana prasarana, ruang pelayanan,

dan tampilan fisik penyelenggara layanan.

Zeithaml, Bitner, dan Gremler (2018) menjelaskan bahwa kualitas layanan

merupakan hasil dari persepsi pengguna terhadap pelayanan yang diterima.

Apabila pelayanan yang diterima sesuai atau melebihi harapan, maka kualitas

layanan akan dinilai baik. Sebaliknya, apabila pelayanan yang diterima lebih

rendah dari harapan, maka kualitas layanan akan dinilai kurang baik. Dalam

konteks pelayanan publik, Tjiptono (2019) menyatakan bahwa kualitas layanan

merupakan kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan dan harapan

pengguna layanan melalui pelayanan yang unggul. Hardiansyah (2018) juga

menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari aspek prosedur

pelayanan, waktu pelayanan, biaya, kompetensi petugas, perilaku petugas, dan

sarana pelayanan.

Pada pelayanan SKCK, kualitas layanan dapat dilihat dari kejelasan

prosedur, kemudahan persyaratan, kecepatan pelayanan, ketepatan waktu

penerbitan SKCK, keramahan petugas, kenyamanan fasilitas, serta transparansi
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biaya. Apabila aspek-aspek tersebut berjalan baik, maka masyarakat akan menilai

pelayanan SKCK sebagai pelayanan yang berkualitas.

Teori kualitas layanan memberikan dasar bahwa kepuasan masyarakat tidak

hanya dipengaruhi oleh hasil akhir pelayanan, tetapi juga oleh proses pelayanan

yang dirasakan. Dalam penelitian ini, layanan publik diposisikan sebagai variabel

intervening karena menjadi bentuk nyata dari kompetensi aparatur yang dirasakan

oleh masyarakat. Dengan kata lain, kompetensi aparatur akan lebih bermakna

apabila diwujudkan dalam pelayanan publik yang berkualitas.

2.1.4.Teori Kepuasan Masyarakat

Kepuasan merupakan konsep penting dalam menilai keberhasilan pelayanan.

Menurut Kotler dan Keller (2016), kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa

seseorang yang muncul setelah membandingkan antara kinerja layanan yang

dirasakan dengan harapan sebelumnya. Apabila kinerja layanan sesuai dengan

harapan, maka pengguna layanan akan merasa puas. Jika kinerja layanan melebihi

harapan, maka pengguna layanan akan merasa sangat puas. Sebaliknya, jika

kinerja layanan tidak sesuai dengan harapan, maka akan muncul ketidakpuasan.

Oliver (1980) melalui teori expectation-confirmation menjelaskan bahwa

kepuasan terbentuk dari proses perbandingan antara harapan awal dengan

pengalaman aktual yang diterima. Apabila pengalaman pelayanan sesuai dengan

harapan, maka terjadi konfirmasi positif yang menghasilkan kepuasan. Teori ini

relevan dalam pelayanan publik karena masyarakat datang dengan harapan

tertentu, seperti pelayanan yang cepat, petugas yang ramah, prosedur yang jelas,

dan hasil layanan yang tepat.

Fornell, Johnson, Anderson, Cha, dan Bryant (1996) melalui konsep

American Customer Satisfaction Index (ACSI) menjelaskan bahwa kepuasan

pengguna layanan dipengaruhi oleh kualitas yang dirasakan, nilai yang dirasakan,

dan harapan pengguna. Konsep ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan

memiliki peran penting dalam membentuk kepuasan. Dalam sektor publik,

kepuasan masyarakat merupakan indikator penting untuk menilai keberhasilan

pelayanan pemerintah. Kepuasan masyarakat menunjukkan sejauh mana

pelayanan yang diberikan oleh instansi publik mampu memenuhi kebutuhan dan
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harapan masyarakat. Oleh karena itu, semakin tinggi kualitas pelayanan yang

dirasakan, semakin tinggi pula kepuasan masyarakat.

Dalam pelayanan pembuatan SKCK, kepuasan masyarakat dapat dilihat dari

kepuasan terhadap prosedur pelayanan, waktu pelayanan, sikap petugas, hasil

pelayanan, biaya pelayanan, dan kepuasan secara keseluruhan. Masyarakat akan

merasa puas apabila pelayanan SKCK berjalan mudah, cepat, jelas, transparan,

dan hasil dokumen diterima sesuai dengan ketentuan.

Teori kepuasan masyarakat menjadi dasar dalam menempatkan indeks

kepuasan masyarakat sebagai variabel dependen. Kepuasan masyarakat

merupakan hasil akhir dari proses pelayanan yang diterima. Dalam penelitian ini,

kepuasan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh kompetensi aparatur secara

langsung, tetapi juga oleh kualitas layanan publik yang menjadi pengalaman nyata

masyarakat selama menerima pelayanan SKCK.

2.1.5.Konsep Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM merupakan alat ukur yang

digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

publik. Di Indonesia, pengukuran kepuasan masyarakat diatur melalui Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan

Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017, Survei Kepuasan

Masyarakat bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai

pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Pengukuran kepuasan masyarakat mencakup beberapa unsur, antara lain

persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya atau tarif, produk spesifikasi

jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan

pengaduan, serta sarana dan prasarana. Konsep IKM sangat relevan digunakan

dalam penelitian ini karena pelayanan SKCK merupakan pelayanan administratif

yang diberikan langsung kepada masyarakat. Melalui pengukuran IKM, peneliti

dapat mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang
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diterima, apakah pelayanan sudah sesuai dengan harapan, dan aspek mana yang

masih perlu ditingkatkan.

Dalam penelitian ini, IKM tidak dihitung sebagai nilai formal survei instansi,

tetapi digunakan sebagai konstruk penelitian yang merepresentasikan tingkat

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pembuatan SKCK. Indikator yang

digunakan meliputi kepuasan terhadap prosedur pelayanan, waktu pelayanan,

perilaku petugas, hasil pelayanan, dan kepuasan secara keseluruhan.

Konsep IKM memberikan dasar operasional untuk mengukur kepuasan

masyarakat dalam pelayanan publik. Dalam konteks pelayanan SKCK, IKM

menjadi indikator penting untuk menilai keberhasilan pelayanan. Oleh karena itu,

peningkatan kompetensi aparatur dan kualitas layanan publik diharapkan dapat

meningkatkan indeks kepuasan masyarakat.

2.1.6.Hubungan Kompetensi, Layanan Publik Dan Kepuasan Masyarakat

Hubungan antara kompetensi, layanan publik, dan kepuasan masyarakat

dapat dijelaskan melalui pendekatan input-process-output. Kompetensi aparatur

berperan sebagai input karena menjadi modal utama dalam pelaksanaan pelayanan.

Layanan publik berperan sebagai proses karena merupakan bentuk nyata dari

kompetensi aparatur yang dirasakan masyarakat. Sementara itu, kepuasan

masyarakat berperan sebagai output karena mencerminkan hasil akhir dari

pengalaman pelayanan.

Secara teoritis, kompetensi aparatur akan memengaruhi kualitas layanan

publik. Aparatur yang kompeten akan mampu memberikan pelayanan yang lebih

cepat, tepat, informatif, dan profesional. Kualitas layanan publik yang baik

selanjutnya akan meningkatkan kepuasan masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori

SERVQUAL dari Parasuraman et al. (1988), teori kepuasan dari Kotler dan Keller

(2016), serta konsep IKM dalam PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017. Dalam

penelitian ini, layanan publik diposisikan sebagai variabel intervening karena

kompetensi aparatur tidak selalu langsung dirasakan oleh masyarakat secara

abstrak. Masyarakat menilai kompetensi aparatur melalui pengalaman pelayanan

yang mereka terima. Dengan demikian, kompetensi aparatur akan memberikan

pengaruh yang lebih kuat terhadap kepuasan masyarakat apabila diwujudkan

melalui pelayanan publik yang berkualitas.
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Hubungan antar variabel dalam penelitian ini menunjukkan bahwa

kompetensi, layanan publik, dan kepuasan masyarakat merupakan satu kesatuan

sistem pelayanan. Kompetensi menjadi dasar kemampuan aparatur, layanan publik

menjadi proses yang dirasakan masyarakat, sedangkan kepuasan masyarakat

menjadi hasil akhir pelayanan. Oleh karena itu, model penelitian yang

menempatkan layanan publik sebagai variabel intervening memiliki dasar teoritis

yang kuat.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai hubungan antara kompetensi, kualitas pelayanan publik,

dan kepuasan masyarakat telah banyak dilakukan baik pada tingkat nasional

maupun internasional. Kajian penelitian terdahulu penting untuk memberikan

gambaran empiris, mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan hasil penelitian,

serta menemukan kesenjangan penelitian (research gap) yang menjadi dasar dalam

penelitian ini. Kesenjangan ini dapat berupa keterbatasan dalam model penelitian,

inkonsistensi hasil empiris, kurangnya pengujian variabel mediasi atau moderasi,

serta minimnya penelitian dalam konteks tertentu. Oleh karena itu, kajian

penelitian terdahulu tidak hanya berfungsi sebagai landasan teoritis dan empiris,

tetapi juga sebagai dasar yang kuat dalam merumuskan kontribusi penelitian, baik

secara teoritis maupun praktis, sehingga penelitian yang dilakukan memiliki nilai

kebaruan (novelty) dan relevansi yang tinggi dalam pengembangan ilmu

pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik dan pelayanan publik.

kajian penelitian terdahulu tidak hanya berfungsi sebagai landasan teoritis

dan empiris, tetapi juga sebagai dasar yang kuat dalam merumuskan kontribusi

penelitian. Dari sisi teoritis, penelitian terdahulu membantu memperkuat

argumentasi mengenai hubungan antara kompetensi, layanan publik, dan

kepuasan masyarakat. Dari sisi praktis, penelitian terdahulu memberikan

gambaran mengenai faktor-faktor yang perlu diperhatikan oleh instansi pelayanan

publik dalam meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan masyarakat. Oleh

karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dengan menguji

model yang lebih komprehensif, yaitu pengaruh kompetensi terhadap indeks

kepuasan masyarakat dengan layanan publik sebagai variabel intervening.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam
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mengenai proses peningkatan kepuasan masyarakat melalui penguatan

kompetensi aparatur dan peningkatan kualitas layanan publik, khususnya dalam

bidang administrasi publik dan pelayanan publik.
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Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No Peneliti Tahun Judul Variabel Metode Hasil Gap

1 Mantri et al. 2018 Kualitas Pelayanan
BPJS

Layanan → Kepuasan Regresi Signifikan Tidak ada
kompetensi

2 Sari 2023 Pelayanan Kelurahan Layanan → Kepuasan Regresi 29,7%
pengaruh

Variabel terbatas

3 Kurniawan et al. 2023 Disdukcapil Layanan → Kepuasan Kuantitatif Signifikan Tidak uji mediasi

4 Fauzia et al. 2024 Mal Pelayanan
Publik

Layanan → Kepuasan SEM Signifikan Tidak ada
kompetensi

5 Wirawan &
Oktamianti

2023 RSUD IKM Deskriptif Nilai IKM
baik

Tidak analisis
hubungan

6 Santi et al. 2023 Desa Siakin Layanan → Kepuasan Survey Signifikan Tidak ada model
kausal

7 Natalis & Dalima 2025 DPMPTSP IKM Deskriptif IKM baik Tidak uji variabel

8 Margunawan 2025 Desa Bina Baru Layanan → Kepuasan Regresi 81% hubungan Tidak ada
kompetensi

9 Studi Sidrap 2025 Kompetensi Aparat Kompetensi → Layanan Regresi Signifikan Tidak uji kepuasan

10 Studi DIJMS 2025 Kompetensi &
Layanan

Kompetensi → Kepuasan SEM Mediasi
signifikan

Tidak spesifik
SKCK
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11 Andrews & Boyne 2010 Public Org
Performance

SDM→ Kinerja Kuantitatif Signifikan Tidak spesifik
layanan

12 Fornell et al. 1996 ACSI Model Layanan → Kepuasan SEM Signifikan Konteks privat

13 Karatepe 2011 Employee
Performance

Kompetensi → Kepuasan SEM Mediasi Sektor jasa

14 Lanin & Hermanto 2019 Local Gov Indonesia Layanan → Kepuasan SEM Signifikan Tidak uji
kompetensi

15 Ocampo et al. 2019 Service Quality Gov Layanan MCDM Evaluasi
kualitas

Tidak uji kepuasan

16 Bostancı 2020 Citizen Satisfaction Layanan → Kepuasan Fuzzy Signifikan Tidak uji
kompetensi

17 Rahman et al. 2024 Hospital Service Layanan → Kepuasan SEM Signifikan Konteks kesehatan

18 Jabri et al. 2025 E-Service Quality E-service → Kepuasan SEM Signifikan Fokus digital

19 Wang et al. 2024 Fiscal
Decentralization

Sistem → Kepuasan Panel
Data

Signifikan Level makro

20 Studi Internasional 2024 Employee
Competence

Kompetensi → Layanan
→ Kepuasan

SEM Mediasi
signifikan

Tidak konteks
kepolisian
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Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga pola

utama dalam penelitian terdahulu:

1. Mayoritas penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat, baik dalam

konteks pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan, maupun

pelayanan pemerintah daerah.

2. Sebagian penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur

berpengaruh terhadap kualitas pelayanan, yang menegaskan bahwa

kompetensi merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas

layanan publik.

3. Hanya sedikit penelitian yang menguji hubungan mediasi secara lengkap,

yaitu kompetensi → layanan publik → kepuasan masyarakat, terutama

dalam konteks pelayanan publik tertentu.

Berdasarkan hasil kajian penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi bahwa

sebagian besar penelitian masih berfokus pada hubungan langsung antara kualitas

pelayanan dan kepuasan masyarakat, serta hubungan antara kompetensi aparatur

dan kualitas pelayanan. Namun, masih terbatas penelitian yang mengkaji secara

simultan pengaruh kompetensi terhadap indeks kepuasan masyarakat melalui

layanan publik sebagai variabel intervening. Selain itu, penelitian dalam konteks

pelayanan kepolisian, khususnya pelayanan pembuatan SKCK di tingkat daerah,

masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk

mengisi kesenjangan tersebut dengan menguji model hubungan yang lebih

komprehensif menggunakan pendekatan Structural Equation Modeling (SEM).

2.3. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian ini dibangun berdasarkan integrasi teori kompetensi,

kualitas pelayanan publik, dan kepuasan masyarakat. Dalam penelitian ini,

kompetensi aparatur diposisikan sebagai variabel independen yang memengaruhi

layanan publik sebagai variabel intervening, yang selanjutnya berdampak pada

indeks kepuasan masyarakat sebagai variabel dependen. Secara konseptual,

kompetensi aparatur yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja

akan menentukan bagaimana proses pelayanan dilaksanakan. Aparatur yang
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kompeten cenderung mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan

responsif. Hal ini akan meningkatkan kualitas layanan publik yang dirasakan oleh

masyarakat.

Kualitas layanan publik akan memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat.

Kepuasan masyarakat muncul sebagai hasil evaluasi terhadap kesesuaian antara

harapan dan pelayanan yang diterima. Dengan demikian, kualitas layanan menjadi

faktor kunci dalam membentuk kepuasan masyarakat. Selain pengaruh tidak

langsung melalui layanan publik, kompetensi juga dimungkinkan memiliki

pengaruh langsung terhadap kepuasan masyarakat, terutama melalui interaksi

langsung antara aparatur dan masyarakat.

Dalam konteks pelayanan pembuatan SKCK di Polrestabes Palembang,

kerangka penelitian ini menjadi relevan karena proses pelayanan melibatkan

interaksi langsung antara petugas dan masyarakat, sehingga kompetensi aparatur

dan kualitas layanan akan sangat menentukan tingkat kepuasan masyarakat.

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian ini menggambarkan hubungan antara kompetensi,

layanan publik, dan indeks kepuasan masyarakat dalam konteks pelayanan

pembuatan SKCK di Polrestabes Palembang. Dalam model ini, kompetensi (X)
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diposisikan sebagai variabel independen yang mencerminkan kemampuan

aparatur, meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, kemampuan

komunikasi, dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan. Kompetensi

aparatur menjadi faktor utama yang menentukan kualitas pelaksanaan pelayanan.

Selanjutnya, layanan publik (Z) berperan sebagai variabel intervening yang

merepresentasikan kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat, seperti

kejelasan prosedur, kemudahan persyaratan, kecepatan pelayanan, ketepatan

waktu, keramahan petugas, kenyamanan fasilitas, serta transparansi biaya.

Sementara itu, indeks kepuasan masyarakat (Y) merupakan variabel dependen

yang mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang

diterima, baik dari aspek prosedur, waktu pelayanan, perilaku petugas, hasil

pelayanan, maupun kepuasan secara keseluruhan.

Hubungan antar variabel dalam penelitian ini mencakup pengaruh langsung

dan tidak langsung. Kompetensi berpengaruh langsung terhadap layanan publik

(H1) dan terhadap kepuasan masyarakat (H2), sedangkan layanan publik

berpengaruh langsung terhadap kepuasan masyarakat (H3). Selain itu, terdapat

pengaruh tidak langsung, yaitu kompetensi memengaruhi kepuasan masyarakat

melalui layanan publik sebagai variabel intervening (H4). Hal ini menunjukkan

bahwa kualitas pelayanan merupakan mekanisme utama yang

mentransformasikan kompetensi aparatur menjadi kepuasan masyarakat. Dengan

demikian, peningkatan kompetensi aparatur tidak hanya berdampak pada kualitas

pelayanan, tetapi juga berimplikasi pada peningkatan kepuasan masyarakat,

sehingga kerangka penelitian ini menegaskan pentingnya peran layanan publik

dalam memperkuat hubungan antara kompetensi dan kepuasan masyarakat.

Operasional variabel dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan

batasan yang jelas terhadap masing-masing variabel yang diteliti, sehingga

memudahkan dalam proses pengukuran dan analisis data. Variabel dalam

penelitian ini terdiri atas kompetensi sebagai variabel independen, layanan publik

sebagai variabel intervening, dan indeks kepuasan masyarakat sebagai variabel

dependen. Masing-masing variabel dijabarkan ke dalam beberapa indikator yang

relevan dengan konteks pelayanan pembuatan SKCK di Polrestabes Kota

Palembang, kemudian diukur menggunakan skala Likert lima poin.
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Tabel 2.2 Tabel Operasional Variabel Penelitian

Variabel Definisi
Operasional

Indikator Item
Pernyataan

Skala

Kompetensi
(X)

Kompetensi adalah
kemampuan aparatur
dalam melaksanakan
pelayanan
pembuatan SKCK
yang mencakup
pengetahuan,
keterampilan, sikap,
dan profesionalisme
dalam memberikan
pelayanan kepada
masyarakat.

Pengetahuan Petugas
memahami
prosedur
pembuatan
SKCK dengan
baik.

Likert
1–5

Keterampilan Petugas
terampil dalam
memproses
pelayanan
pembuatan
SKCK.

Likert
1–5

Sikap kerja Petugas
menunjukkan
sikap sopan,
ramah, dan
bertanggung
jawab dalam
melayani
masyarakat.

Likert
1–5

Kemampuan
komunikasi

Petugas
mampu
menjelaskan
informasi
pelayanan
dengan jelas
dan mudah
dipahami.

Likert
1–5

Profesionalisme Petugas bekerja
secara cermat,
disiplin, dan
sesuai dengan
ketentuan
pelayanan.

Likert
1–5
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Layanan
Publik (Z)

Layanan publik
adalah kualitas
pelayanan yang
dirasakan
masyarakat dalam
proses pembuatan
SKCK, baik dari sisi
prosedur, kecepatan,
kejelasan informasi,
maupun kenyamanan
pelayanan.

Kejelasan
prosedur

Prosedur
pembuatan
SKCK mudah
dipahami oleh
masyarakat.

Likert
1–5

Kemudahan
persyaratan

Persyaratan
pembuatan
SKCK mudah
dipenuhi.

Likert
1–5

Kecepatan
pelayanan

Pelayanan
pembuatan
SKCK
dilakukan
dengan cepat.

Likert
1–5

Ketepatan
waktu

Waktu
penyelesaian
SKCK sesuai
dengan yang
dijanjikan.

Likert
1–5

Keramahan
petugas

Petugas
melayani
masyarakat
dengan ramah
dan sopan.

Likert
1–5

Kenyamanan
fasilitas

Fasilitas ruang
pelayanan
SKCK nyaman
digunakan.

Likert
1–5

Transparansi
biaya

Informasi biaya
pelayanan
disampaikan
secara jelas dan
terbuka.

Likert
1–5

Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(Y)

Indeks kepuasan
masyarakat adalah
tingkat kepuasan
masyarakat terhadap
pelayanan

Kepuasan
terhadap
prosedur

Saya merasa
puas terhadap
prosedur
pelayanan
pembuatan

Likert
1–5
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pembuatan SKCK
yang diterima,
berdasarkan
penilaian terhadap
proses, petugas,
hasil, dan
pengalaman
pelayanan secara
keseluruhan.

SKCK.

Kepuasan
terhadap waktu
pelayanan

Saya merasa
puas terhadap
kecepatan dan
ketepatan
waktu
pelayanan
SKCK.

Likert
1–5

Kepuasan
terhadap
perilaku petugas

Saya merasa
puas terhadap
sikap dan
perilaku
petugas
pelayanan.

Likert
1–5

Kepuasan
terhadap hasil
pelayanan

Saya merasa
puas terhadap
hasil pelayanan
pembuatan
SKCK yang
saya terima.

Likert
1–5

Kepuasan
secara
keseluruhan

Secara
keseluruhan,
saya puas
terhadap
pelayanan
pembuatan
SKCK di
Polrestabes
Palembang.

Likert
1–5

Berdasarkan tabel operasional variabel di atas, masing-masing variabel

dalam penelitian ini telah dijabarkan ke dalam indikator dan subindikator yang

dapat diukur secara empiris melalui instrumen penelitian. Setiap indikator

diterjemahkan ke dalam beberapa butir pernyataan yang disusun secara sistematis

untuk menangkap persepsi responden terhadap kompetensi aparatur, kualitas

layanan publik, serta tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan pembuatan
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SKCK di Polrestabes Palembang. Penyusunan item pernyataan ini mengacu pada

landasan teori yang relevan serta disesuaikan dengan konteks pelayanan publik

yang diteliti, sehingga diharapkan mampu menghasilkan data yang valid dan

representatif.

Untuk mengukur tanggapan responden terhadap setiap pernyataan dalam

kuesioner, penelitian ini menggunakan skala Likert lima poin. Skala Likert dipilih

karena mampu menggambarkan tingkat persetujuan responden secara lebih

fleksibel dan mudah dipahami. Melalui skala ini, responden diminta untuk

memberikan penilaian terhadap setiap pernyataan dengan pilihan jawaban yang

menunjukkan tingkat persetujuan, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat

setuju. Penggunaan skala Likert dalam penelitian ini bertujuan untuk

mengkuantifikasi persepsi responden sehingga dapat dianalisis secara statistik

dalam pengujian model penelitian. Adapun penjelasan mengenai kategori skor

dalam skala Likert yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut. skala Likert

tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpulan data, tetapi juga sebagai dasar

dalam melakukan analisis kuantitatif untuk menguji hubungan antar variabel

dalam penelitian ini. Adapun penjelasan mengenai kategori skor dalam skala

Likert yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Skor Skala Likert

Skor Keterangan

1 Sangat Tidak Setuju

2 Tidak Setuju

3 Netral

4 Setuju

5 Sangat Setuju

2.4. Pengembangan Hipotesis

Pengembangan hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada integrasi teori

kompetensi, teori kualitas pelayanan publik, serta teori kepuasan masyarakat,

yang diperkuat oleh hasil penelitian terdahulu baik pada tingkat nasional maupun

internasional. Hipotesis dirumuskan untuk menguji hubungan kausal antar
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variabel dalam model penelitian, baik pengaruh langsung maupun tidak langsung

melalui variabel intervening.

2.4.1.Pengaruh Kompetensi Terhadap Layanan Publik

Kompetensi aparatur merupakan salah satu faktor penting dalam

menentukan kualitas pelayanan publik. Dalam perspektif manajemen sumber daya

manusia, kompetensi mencerminkan kemampuan individu yang meliputi

pengetahuan, keterampilan, sikap, serta karakteristik pribadi yang mendukung

kinerja. Menurut Spencer & Spencer, kompetensi merupakan karakteristik dasar

individu yang berhubungan dengan kinerja unggul dalam suatu pekerjaan.

Dalam konteks pelayanan publik, kompetensi aparatur sangat menentukan

bagaimana pelayanan diberikan kepada masyarakat. Aparatur yang memiliki

kompetensi tinggi akan mampu memahami prosedur pelayanan dengan baik,

memberikan pelayanan secara cepat dan tepat, serta berinteraksi secara efektif

dengan masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep kualitas pelayanan yang

dikemukakan oleh A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, dan Leonard L. Berry

yang menyatakan bahwa kualitas layanan dipengaruhi oleh kemampuan penyedia

layanan dalam memenuhi kebutuhan pengguna layanan. Penelitian empiris

menunjukkan bahwa kompetensi aparatur memiliki pengaruh positif terhadap

kualitas pelayanan publik. Aparatur yang kompeten mampu meningkatkan

keandalan, daya tanggap, serta jaminan pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat.

Secara konseptual, kompetensi berperan sebagai faktor antecedent yang

memengaruhi kualitas layanan. Tanpa kompetensi yang memadai, kualitas

pelayanan tidak dapat tercapai secara optimal.

Hipotesis 1 (H1):

Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap layanan publik.

2.4.2.Pengaruh Kompetensi Terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat

Selain memengaruhi kualitas pelayanan, kompetensi aparatur juga dapat

memberikan pengaruh langsung terhadap kepuasan masyarakat. Hal ini terjadi

karena dalam pelayanan publik, masyarakat berinteraksi langsung dengan aparatur,

sehingga sikap, komunikasi, dan profesionalisme aparatur dapat secara langsung
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memengaruhi persepsi masyarakat. Menurut Kotler Philip dan Kevin Lane Keller,

kepuasan merupakan hasil evaluasi terhadap kinerja layanan yang dirasakan

dibandingkan dengan harapan yang dimiliki. Dalam hal ini, kompetensi aparatur

dapat memengaruhi kinerja pelayanan yang dirasakan masyarakat, sehingga

berdampak pada kepuasan. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa

kompetensi aparatur memiliki pengaruh langsung terhadap kepuasan masyarakat,

meskipun pengaruh tersebut seringkali tidak sebesar pengaruh tidak langsung

melalui kualitas pelayanan.

Pengaruh langsung kompetensi terhadap kepuasan menunjukkan bahwa

masyarakat dapat menilai kompetensi aparatur melalui interaksi pelayanan.

Namun, pengaruh ini cenderung bersifat parsial karena kepuasan lebih banyak

dipengaruhi oleh kualitas pelayanan secara keseluruhan.

Hipotesis 2 (H2):

Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks kepuasan

masyarakat.

2.4.3.Pengaruh Layanan Publik Terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat

Kualitas pelayanan publik merupakan faktor utama yang menentukan

tingkat kepuasan masyarakat. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan,

maka semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori

SERVQUAL yang menekankan bahwa kualitas layanan diukur berdasarkan

persepsi pengguna layanan terhadap kinerja pelayanan. Selain itu, teori kepuasan

dari Kotler Philip dan Kevin Lane Keller menjelaskan bahwa kepuasan muncul

ketika kinerja layanan mampu memenuhi atau melampaui harapan masyarakat.

Penelitian terdahulu secara konsisten menunjukkan bahwa kualitas pelayanan

publik memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat dalam

berbagai sektor pelayanan.

Kualitas pelayanan merupakan determinant utama kepuasan masyarakat

karena kepuasan merupakan hasil langsung dari pengalaman pelayanan yang

dirasakan.

Hipotesis 3 (H3):
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Layanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks

kepuasan masyarakat.

2.4.4.Peran Layanan Publik Sebagai Variabel Intervening Dalam Pengaruh

Kompetensi Terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat

Dalam penelitian ini, layanan publik ditempatkan sebagai variabel

intervening yang menjembatani hubungan antara kompetensi aparatur dan indeks

kepuasan masyarakat. Penempatan layanan publik sebagai variabel intervening

didasarkan pada pemikiran bahwa kompetensi aparatur tidak selalu dirasakan

langsung oleh masyarakat dalam bentuk yang abstrak, tetapi diwujudkan terlebih

dahulu melalui proses pelayanan yang diberikan. Dengan kata lain, masyarakat

menilai kompetensi aparatur melalui kualitas pelayanan yang mereka terima.

Secara teoritis, hubungan ini dapat dijelaskan melalui pendekatan input-process-

output. Kompetensi aparatur berperan sebagai input karena menjadi modal utama

dalam pelaksanaan pelayanan. Layanan publik berperan sebagai proses karena

merupakan bentuk nyata dari kompetensi aparatur dalam kegiatan pelayanan.

Sementara itu, indeks kepuasan masyarakat berperan sebagai output karena

mencerminkan hasil akhir dari pengalaman masyarakat dalam menerima

pelayanan. Dengan demikian, kompetensi aparatur akan memberikan dampak

yang lebih besar terhadap kepuasan masyarakat apabila kompetensi tersebut

diterapkan dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam pelayanan pembuatan SKCK, aparatur yang kompeten akan mampu

memahami prosedur pelayanan, memproses dokumen dengan tepat, memberikan

informasi yang jelas, serta menunjukkan sikap yang ramah dan profesional.

Kompetensi tersebut kemudian akan tercermin dalam kualitas layanan yang

diterima masyarakat, seperti pelayanan yang lebih cepat, prosedur yang lebih jelas,

waktu pelayanan yang lebih tepat, serta transparansi biaya yang lebih baik. Ketika

masyarakat merasakan kualitas pelayanan tersebut, maka tingkat kepuasan mereka

akan meningkat.

Layanan publik sebagai variabel intervening juga menunjukkan bahwa

peningkatan kompetensi aparatur saja belum tentu cukup untuk meningkatkan

kepuasan masyarakat apabila tidak diikuti dengan perbaikan kualitas pelayanan.

Aparatur yang kompeten harus didukung oleh sistem pelayanan yang jelas,
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fasilitas yang memadai, prosedur yang mudah, serta mekanisme pelayanan yang

responsif. Oleh karena itu, hubungan antara kompetensi dan kepuasan masyarakat

menjadi lebih kuat apabila melalui layanan publik yang berkualitas. Penelitian

Kurniawan dan Lestari (2021) menunjukkan bahwa kualitas layanan dapat

berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara kinerja sektor publik

dan kepuasan masyarakat. Temuan ini memperkuat bahwa kualitas layanan

merupakan mekanisme penting yang menghubungkan faktor internal organisasi

dengan kepuasan pengguna layanan. Setiawan dan Arifin (2023) juga

menunjukkan bahwa kompetensi, kualitas layanan, dan kepuasan masyarakat

memiliki hubungan yang saling berkaitan dalam administrasi publik. Dengan

demikian, layanan publik dapat dipahami sebagai mekanisme yang menjelaskan

bagaimana kompetensi aparatur berpengaruh terhadap indeks kepuasan

masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini

dirumuskan sebagai berikut:

H4: Layanan publik memediasi pengaruh kompetensi terhadap indeks

kepuasan masyarakat pada pelayanan pembuatan SKCK di Polrestabes Palembang.

Berdasarkan pengembangan hipotesis di atas, dapat disimpulkan bahwa

kompetensi aparatur merupakan faktor penting dalam meningkatkan layanan

publik dan indeks kepuasan masyarakat. Aparatur yang memiliki kompetensi baik

akan mampu memberikan pelayanan yang lebih profesional, jelas, cepat, dan

responsif. Layanan publik yang berkualitas selanjutnya akan meningkatkan

kepuasan masyarakat karena pelayanan yang diterima sesuai dengan harapan dan

kebutuhan masyarakat.

Selain itu, layanan publik juga berperan sebagai variabel intervening yang

menjelaskan bagaimana kompetensi aparatur dapat memengaruhi indeks kepuasan

masyarakat. Dengan demikian, model penelitian ini tidak hanya menguji pengaruh

langsung kompetensi terhadap kepuasan masyarakat, tetapi juga menguji

mekanisme tidak langsung melalui kualitas layanan publik. Hubungan tersebut

menunjukkan bahwa peningkatan kepuasan masyarakat dalam pelayanan

pembuatan SKCK tidak cukup hanya dilakukan melalui peningkatan kompetensi
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aparatur, tetapi juga harus diwujudkan melalui perbaikan kualitas layanan publik

secara menyeluruh.

Secara ringkas, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Ringkasan Hipotesis

Kode Hipotesis

H1 Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap layanan publik.

H2 Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks kepuasan
masyarakat.

H3 Layanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks
kepuasan masyarakat.

H4 Layanan publik memediasi pengaruh kompetensi terhadap indeks
kepuasan masyarakat.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Objek Dan Waktu Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pelayanan publik pada proses pembuatan

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dilaksanakan di Polrestabes

Palembang. Pelayanan SKCK merupakan salah satu bentuk pelayanan

administratif yang diberikan oleh institusi kepolisian kepada masyarakat, yang

memiliki peran penting dalam berbagai keperluan, seperti melamar pekerjaan,

melanjutkan pendidikan, maupun kebutuhan administrasi lainnya. Pemilihan

objek penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pelayanan SKCK

melibatkan interaksi langsung antara aparatur dan masyarakat, sehingga sangat

relevan untuk mengkaji hubungan antara kompetensi aparatur, kualitas layanan

publik, dan indeks kepuasan masyarakat. Selain itu, pelayanan ini juga memiliki

prosedur yang terstruktur dan indikator pelayanan yang jelas, sehingga

memudahkan dalam proses pengukuran variabel penelitian.

Berdasarkan tabel timeline penelitian yang telah direvisi, seluruh rangkaian

kegiatan penelitian direncanakan selesai dalam kurun waktu empat bulan, dimulai

dari tahap penyusunan proposal hingga pelaksanaan ujian tesis. Tahap awal

penelitian dilakukan pada bulan Januari hingga Februari yang meliputi

penyusunan proposal dan seminar proposal. Selanjutnya, pada bulan Februari

hingga Maret dilakukan revisi proposal serta penyusunan dan uji coba instrumen

penelitian.

Tahap pengumpulan data dilakukan pada bulan Maret, khususnya pada

pelayanan pembuatan SKCK di Polrestabes Palembang. Setelah data terkumpul,

dilakukan pengolahan dan analisis data menggunakan pendekatan Structural

Equation Modeling (SEM) berbasis SmartPLS pada bulan Maret hingga April.

Tahap akhir meliputi penyusunan laporan tesis serta pelaksanaan ujian tesis pada

bulan April. Dengan perencanaan waktu yang lebih singkat dan terstruktur ini,

diharapkan penelitian dapat diselesaikan secara efektif tanpa mengurangi kualitas

hasil penelitian.
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Tabel 3.1. Timeline Penelitian

No Kegiatan Penelitian Jan Feb Mar Apr

1 Penyusunan proposal penelitian ✔ ✔

2 Seminar proposal ✔

3 Revisi proposal ✔ ✔

4 Penyusunan instrumen penelitian ✔

5 Uji coba instrumen ✔

6 Pengumpulan data ✔

7 Pengolahan data ✔ ✔

8 Analisis data (SmartPLS) ✔ ✔

9 Penyusunan hasil & pembahasan ✔ ✔

10 Penyusunan laporan tesis ✔ ✔

11 Ujian tesis ✔

3.2. Jenis Dan Sumber Data

Dalam suatu penelitian kuantitatif, penentuan jenis dan sumber data

merupakan aspek yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kualitas

hasil penelitian yang dihasilkan. Data yang digunakan harus mampu

merepresentasikan variabel yang diteliti secara akurat dan relevan dengan tujuan

penelitian, sehingga proses analisis yang dilakukan dapat menghasilkan temuan

yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu,

pemilihan jenis data dan sumber data tidak hanya didasarkan pada ketersediaan

data, tetapi juga mempertimbangkan kesesuaian dengan pendekatan penelitian,

metode analisis yang digunakan, serta karakteristik variabel yang diteliti.

Dalam penelitian ini, variabel yang dikaji meliputi kompetensi aparatur,

layanan publik, dan indeks kepuasan masyarakat, yang sebagian besar bersifat

perseptual dan memerlukan pengukuran secara langsung dari responden. Dengan

demikian, data yang digunakan harus mampu menangkap persepsi tersebut secara
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sistematis dan terukur, sekaligus didukung oleh sumber data lain yang dapat

memperkuat landasan teoritis dan konteks penelitian. Berdasarkan pertimbangan

tersebut, maka jenis dan sumber data dalam penelitian ini dijelaskan sebagai

berikut.

3.2.1.Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu

data yang berbentuk angka atau skor yang diperoleh dari hasil pengukuran

variabel penelitian melalui instrumen kuesioner. Data kuantitatif digunakan

karena penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel secara

empiris dengan menggunakan analisis statistik, khususnya melalui pendekatan

Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Squares (PLS). Data

kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penilaian responden terhadap

pernyataan-pernyataan yang disusun berdasarkan indikator variabel kompetensi,

layanan publik, dan indeks kepuasan masyarakat. Setiap jawaban responden

diukur menggunakan skala Likert lima poin, sehingga memungkinkan data

tersebut untuk diolah secara numerik dan dianalisis secara statistik.

Pemilihan data kuantitatif dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan

untuk mengukur persepsi responden secara objektif dan terstruktur. Dengan

menggunakan data kuantitatif, peneliti dapat menguji hipotesis yang telah

dirumuskan serta menganalisis kekuatan dan arah hubungan antar variabel secara

lebih akurat. Selain itu, data kuantitatif juga memungkinkan penggunaan metode

analisis SEM-PLS yang mampu menguji model penelitian secara simultan, baik

pengaruh langsung maupun tidak langsung.

3.2.2.Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder,

yang digunakan secara komplementer untuk mendukung tujuan penelitian.

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari

responden melalui penyebaran kuesioner. Responden dalam penelitian

ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan pembuatan SKCK di

Polrestabes Palembang. Data primer yang dikumpulkan mencerminkan

persepsi responden terhadap kompetensi aparatur, kualitas layanan
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publik, dan tingkat kepuasan masyarakat. Pengumpulan data primer

dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disusun berdasarkan

indikator variabel penelitian, sehingga data yang diperoleh relevan

dengan tujuan penelitian dan dapat digunakan untuk menguji hipotesis

secara empiris.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai

sumber, seperti:

1. Literatur ilmiah (buku, jurnal, dan penelitian terdahulu)

2. Dokumen resmi instansi terkait

3. Laporan pelayanan publik

4. Peraturan perundang-undangan yang relevan

Data sekunder digunakan untuk memperkuat landasan teoritis,

memberikan konteks penelitian, serta mendukung interpretasi hasil

analisis data.

3.3. Populasi Dan Sampel

Penentuan populasi dan sampel merupakan tahapan penting dalam

penelitian kuantitatif, karena berkaitan langsung dengan representativitas data

yang digunakan dalam analisis. Populasi menggambarkan keseluruhan objek atau

subjek yang menjadi fokus penelitian, sedangkan sampel merupakan bagian dari

populasi yang dipilih untuk mewakili karakteristik populasi tersebut. Oleh karena

itu, pemilihan populasi dan teknik pengambilan sampel harus dilakukan secara

tepat agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan secara ilmiah. Dalam penelitian

ini, penentuan populasi dan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian, yaitu

untuk mengkaji pengaruh kompetensi terhadap indeks kepuasan masyarakat

dengan layanan publik sebagai variabel intervening. Dengan demikian, responden

yang dipilih harus memiliki pengalaman langsung terhadap pelayanan yang

diteliti, sehingga data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi empiris

di lapangan. Selain itu, pemilihan teknik sampling juga mempertimbangkan

efisiensi, keterbatasan waktu, serta kesesuaian dengan metode analisis yang

digunakan, yaitu Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least

Squares (PLS).
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3.3.1.Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang menggunakan

layanan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polrestabes

Palembang. Populasi tersebut mencakup seluruh individu yang datang untuk

melakukan pengurusan SKCK dalam periode penelitian, baik untuk keperluan

pekerjaan, pendidikan, maupun kebutuhan administratif lainnya. Populasi dalam

penelitian ini bersifat tidak terbatas (infinite population), karena jumlah pengguna

layanan SKCK tidak dapat diketahui secara pasti dan terus berubah seiring waktu.

Oleh karena itu, peneliti tidak menggunakan seluruh populasi, melainkan

mengambil sebagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili karakteristik

populasi secara keseluruhan.

3.3.2.Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan menggunakan

teknik tertentu dan dianggap dapat mewakili populasi. Dalam penelitian ini,

teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling,

dengan metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan

kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Adapun kriteria responden dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat yang pernah melakukan pelayanan pembuatan SKCK

2. Berusia minimal 17 tahun

3. Bersedia menjadi responden penelitian

4. Mengisi kuesioner secara lengkap

Pemilihan teknik purposive sampling didasarkan pada pertimbangan bahwa

tidak semua anggota populasi memiliki pengalaman langsung terkait pelayanan

SKCK, sehingga diperlukan kriteria tertentu agar responden yang dipilih benar-

benar relevan dengan tujuan penelitian.

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini mengacu pada pendekatan

Structural Equation Modeling (SEM). Menurut Hair et al., jumlah sampel minimal

dalam SEM adalah 5 hingga 10 kali jumlah indikator yang digunakan dalam

penelitian. Dalam penelitian ini terdapat sekitar 30 indikator, sehingga jumlah
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sampel minimum adalah: 30 x 5 =150 Dengan demikian, jumlah sampel minimal

dalam penelitian ini adalah 150 responden.

Penentuan jumlah sampel sebanyak 150 responden dinilai sudah memadai

untuk analisis SEM berbasis Partial Least Squares (PLS), karena metode ini tidak

memerlukan ukuran sampel yang terlalu besar dibandingkan SEM berbasis

covariance. Selain itu, jumlah sampel tersebut diharapkan mampu memberikan

hasil analisis yang stabil dan representatif terhadap populasi.

penggunaan purposive sampling juga mempertimbangkan aspek efisiensi

penelitian, baik dari segi waktu maupun sumber daya, tanpa mengurangi kualitas

data yang diperoleh. Dalam konteks penelitian ini, teknik tersebut dinilai tepat

karena tidak semua anggota populasi memiliki pengalaman yang sama terhadap

pelayanan SKCK, sehingga diperlukan seleksi responden yang benar-benar sesuai

dengan fokus penelitian. Oleh karena itu, kombinasi antara jumlah sampel yang

memadai dan teknik purposive sampling yang tepat diharapkan dapat

menghasilkan data yang valid, reliabel, dan mampu menjawab tujuan penelitian

secara komprehensif.

3.4. Operasional Variabel

Operasional variabel merupakan penjabaran dari variabel-variabel penelitian

ke dalam bentuk indikator dan item pernyataan yang dapat diukur secara empiris.

Penyusunan operasional variabel bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas

terhadap setiap variabel yang digunakan dalam penelitian, sehingga konsep yang

bersifat teoritis dapat diterjemahkan menjadi ukuran yang lebih konkret dan dapat

dianalisis secara kuantitatif. Dengan adanya operasional variabel, peneliti dapat

memastikan bahwa setiap variabel penelitian memiliki definisi, indikator,

subindikator, serta instrumen pengukuran yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan terdiri dari kompetensi

sebagai variabel independen, layanan publik sebagai variabel intervening, dan

indeks kepuasan masyarakat sebagai variabel dependen. Variabel kompetensi

menggambarkan kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat, variabel layanan publik menggambarkan kualitas pelayanan yang

diterima oleh masyarakat, sedangkan variabel indeks kepuasan masyarakat
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menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pembuatan

SKCK di Polrestabes Palembang.

Tabel 3.2 Tabel Operasional Variabel Penelitian

Variabel Definisi
Operasional

Indikator Item
Pernyataan

Skala

Kompetensi
(X)

Kompetensi adalah
kemampuan aparatur
dalam melaksanakan
pelayanan
pembuatan SKCK
yang mencakup
pengetahuan,
keterampilan, sikap,
dan profesionalisme
dalam memberikan
pelayanan kepada
masyarakat.

Pengetahuan Petugas
memahami
prosedur
pembuatan
SKCK dengan
baik.

Likert
1–5

Keterampilan Petugas
terampil dalam
memproses
pelayanan
pembuatan
SKCK.

Likert
1–5

Sikap kerja Petugas
menunjukkan
sikap sopan,
ramah, dan
bertanggung
jawab dalam
melayani
masyarakat.

Likert
1–5

Kemampuan
komunikasi

Petugas
mampu
menjelaskan
informasi
pelayanan
dengan jelas
dan mudah
dipahami.

Likert
1–5

Profesionalisme Petugas bekerja
secara cermat,
disiplin, dan

Likert
1–5
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sesuai dengan
ketentuan
pelayanan.

Layanan
Publik (Z)

Layanan publik
adalah kualitas
pelayanan yang
dirasakan
masyarakat dalam
proses pembuatan
SKCK, baik dari sisi
prosedur, kecepatan,
kejelasan informasi,
maupun kenyamanan
pelayanan.

Kejelasan
prosedur

Prosedur
pembuatan
SKCK mudah
dipahami oleh
masyarakat.

Likert
1–5

Kemudahan
persyaratan

Persyaratan
pembuatan
SKCK mudah
dipenuhi.

Likert
1–5

Kecepatan
pelayanan

Pelayanan
pembuatan
SKCK
dilakukan
dengan cepat.

Likert
1–5

Ketepatan
waktu

Waktu
penyelesaian
SKCK sesuai
dengan yang
dijanjikan.

Likert
1–5

Keramahan
petugas

Petugas
melayani
masyarakat
dengan ramah
dan sopan.

Likert
1–5

Kenyamanan
fasilitas

Fasilitas ruang
pelayanan
SKCK nyaman
digunakan.

Likert
1–5

Transparansi
biaya

Informasi biaya
pelayanan
disampaikan
secara jelas dan
terbuka.

Likert
1–5

Indeks Indeks kepuasan Kepuasan Saya merasa Likert
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Kepuasan
Masyarakat
(Y)

masyarakat adalah
tingkat kepuasan
masyarakat terhadap
pelayanan
pembuatan SKCK
yang diterima,
berdasarkan
penilaian terhadap
proses, petugas,
hasil, dan
pengalaman
pelayanan secara
keseluruhan.

terhadap
prosedur

puas terhadap
prosedur
pelayanan
pembuatan
SKCK.

1–5

Kepuasan
terhadap waktu
pelayanan

Saya merasa
puas terhadap
kecepatan dan
ketepatan
waktu
pelayanan
SKCK.

Likert
1–5

Kepuasan
terhadap
perilaku petugas

Saya merasa
puas terhadap
sikap dan
perilaku
petugas
pelayanan.

Likert
1–5

Kepuasan
terhadap hasil
pelayanan

Saya merasa
puas terhadap
hasil pelayanan
pembuatan
SKCK yang
saya terima.

Likert
1–5

Kepuasan
secara
keseluruhan

Secara
keseluruhan,
saya puas
terhadap
pelayanan
pembuatan
SKCK di
Polrestabes
Palembang.

Likert
1–5

Berdasarkan tabel operasional variabel di atas, masing-masing variabel

dalam penelitian ini telah dijabarkan ke dalam indikator dan subindikator yang

dapat diukur secara empiris melalui instrumen penelitian. Setiap indikator
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diterjemahkan ke dalam beberapa butir pernyataan yang disusun secara sistematis

untuk menangkap persepsi responden terhadap kompetensi aparatur, kualitas

layanan publik, serta tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan pembuatan

SKCK di Polrestabes Palembang. Penyusunan item pernyataan ini mengacu pada

landasan teori yang relevan serta disesuaikan dengan konteks pelayanan publik

yang diteliti, sehingga diharapkan mampu menghasilkan data yang valid dan

representatif.

Untuk mengukur tanggapan responden terhadap setiap pernyataan dalam

kuesioner, penelitian ini menggunakan skala Likert lima poin. Skala Likert dipilih

karena mampu menggambarkan tingkat persetujuan responden secara lebih

fleksibel dan mudah dipahami. Melalui skala ini, responden diminta untuk

memberikan penilaian terhadap setiap pernyataan dengan pilihan jawaban yang

menunjukkan tingkat persetujuan, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat

setuju. Penggunaan skala Likert dalam penelitian ini bertujuan untuk

mengkuantifikasi persepsi responden sehingga dapat dianalisis secara statistik

dalam pengujian model penelitian. Adapun penjelasan mengenai kategori skor

dalam skala Likert yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut. skala Likert

tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpulan data, tetapi juga sebagai dasar

dalam melakukan analisis kuantitatif untuk menguji hubungan antar variabel

dalam penelitian ini. Adapun penjelasan mengenai kategori skor dalam skala

Likert yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Skor Skala Likert

Skor Keterangan

1 Sangat Tidak Setuju

2 Tidak Setuju

3 Netral

4 Setuju

5 Sangat Setuju

3.5.Teknik Pengumpulan Data
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Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam penelitian

kuantitatif karena menentukan kualitas dan ketepatan data yang akan dianalisis.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data disesuaikan dengan jenis data

yang digunakan, yaitu data kuantitatif yang bersumber dari persepsi responden

terhadap variabel kompetensi, layanan publik, dan indeks kepuasan masyarakat.

Oleh karena itu, teknik yang digunakan harus mampu menangkap informasi

secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan konteks pelayanan yang diteliti.

Untuk memperoleh data yang komprehensif dan akurat, penelitian ini

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu kuesioner, observasi, dan

dokumentasi. Ketiga teknik tersebut digunakan secara saling melengkapi agar data

yang diperoleh tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga memiliki konteks

empiris yang jelas.

3.5.1.Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik utama dalam pengumpulan data pada

penelitian ini. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data primer secara

langsung dari responden, yaitu masyarakat yang menggunakan layanan

pembuatan SKCK di Polrestabes Palembang. Kuesioner disusun berdasarkan

indikator variabel penelitian yang telah ditetapkan dalam operasional variabel,

sehingga setiap item pernyataan mampu merepresentasikan konstruk yang diukur.

Instrumen kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala Likert lima poin,

yang terdiri dari pilihan jawaban mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat

setuju. Penggunaan skala Likert bertujuan untuk mengukur tingkat persepsi

responden secara kuantitatif, sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis

menggunakan metode statistik, khususnya SEM-PLS.

Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung kepada responden yang

memenuhi kriteria penelitian. Sebelum kuesioner digunakan dalam penelitian

utama, dilakukan uji coba (pre-test) untuk memastikan bahwa setiap item

pernyataan dapat dipahami dengan baik oleh responden serta memiliki validitas

dan reliabilitas yang memadai.

Penggunaan kuesioner sebagai teknik utama dinilai tepat karena variabel

yang diteliti bersifat perseptual, sehingga membutuhkan data yang berasal

langsung dari pengalaman responden. Selain itu, kuesioner memungkinkan
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pengumpulan data dalam jumlah besar dalam waktu yang relatif singkat, serta

memudahkan proses pengolahan data secara kuantitatif.

3.5.2.Observasi

Observasi dilakukan sebagai teknik pendukung untuk memperoleh

gambaran langsung mengenai kondisi pelayanan publik yang diteliti. Melalui

observasi, peneliti dapat mengamati secara langsung proses pelayanan pembuatan

SKCK, termasuk interaksi antara aparatur dan masyarakat, alur pelayanan, serta

kondisi fasilitas pelayanan. Observasi dalam penelitian ini bersifat non-partisipatif,

yaitu peneliti tidak terlibat langsung dalam proses pelayanan, melainkan hanya

melakukan pengamatan terhadap aktivitas yang berlangsung di lokasi penelitian.

Observasi digunakan untuk melengkapi data kuesioner dengan memberikan

konteks empiris terhadap fenomena yang diteliti. Dengan adanya observasi,

peneliti dapat memvalidasi apakah kondisi pelayanan yang diamati sesuai dengan

persepsi responden, sehingga meningkatkan keakuratan interpretasi hasil

penelitian.

3.5.3.Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder yang

berkaitan dengan penelitian. Data dokumentasi dapat berupa:

1. Profil instansi

2. Standar operasional prosedur (SOP) pelayanan SKCK

3. Data jumlah pengguna layanan

4. Laporan pelayanan publik

Dokumentasi juga mencakup berbagai literatur ilmiah, seperti buku, jurnal,

dan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan teoritis dalam

penelitian. Penggunaan dokumentasi bertujuan untuk memperkuat data primer

yang diperoleh dari kuesioner dan observasi. Data dokumentasi membantu

peneliti dalam memahami konteks organisasi, sistem pelayanan, serta kebijakan

yang berlaku, sehingga analisis yang dilakukan menjadi lebih komprehensif.

3.5.4.Sintesis Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan

data dalam penelitian ini dilakukan melalui kombinasi kuesioner sebagai teknik

utama, serta observasi dan dokumentasi sebagai teknik pendukung yang saling
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melengkapi. Penggunaan kuesioner memungkinkan peneliti untuk memperoleh

data kuantitatif secara langsung dari responden dalam jumlah yang relatif besar,

sehingga dapat menggambarkan persepsi masyarakat terhadap kompetensi

aparatur, kualitas layanan publik, dan tingkat kepuasan yang dirasakan. Sementara

itu, observasi memberikan gambaran nyata mengenai kondisi pelayanan di

lapangan, termasuk interaksi antara aparatur dan masyarakat, alur pelayanan, serta

fasilitas yang tersedia. Adapun dokumentasi berfungsi sebagai sumber data

sekunder yang memperkuat konteks penelitian melalui informasi administratif,

kebijakan, dan literatur yang relevan. Dengan mengombinasikan ketiga teknik

tersebut, diharapkan data yang diperoleh tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi

juga memiliki kedalaman konteks empiris, sehingga mampu meningkatkan

validitas dan reliabilitas hasil penelitian secara keseluruhan.

Penggunaan pendekatan triangulasi melalui berbagai teknik pengumpulan

data ini juga memberikan keuntungan dalam proses verifikasi dan validasi data,

sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam

konteks pelayanan pembuatan SKCK di Polrestabes Palembang, kombinasi

metode ini menjadi sangat relevan karena memungkinkan peneliti untuk tidak

hanya mengandalkan persepsi responden, tetapi juga mengaitkannya dengan

kondisi nyata di lapangan serta kebijakan yang berlaku. Dengan demikian, data

yang diperoleh tidak hanya dapat digunakan untuk menguji hipotesis secara

statistik melalui pendekatan Structural Equation Modeling (SEM), tetapi juga

mampu memberikan gambaran empiris yang lebih komprehensif mengenai

hubungan antara kompetensi aparatur, kualitas layanan publik, dan kepuasan

masyarakat, sehingga hasil penelitian diharapkan memiliki kontribusi yang kuat

baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan pelayanan publik.

3.6. Hasil Operasional Variabel Penelitian

Operasional variabel merupakan proses penjabaran konsep teoritis ke dalam

bentuk indikator yang dapat diukur secara empiris. Dalam penelitian ini, variabel

yang digunakan terdiri dari kompetensi sebagai variabel independen (X), layanan

publik sebagai variabel intervening (Z), dan indeks kepuasan masyarakat sebagai

variabel dependen (Y). Ketiga variabel tersebut dioperasionalkan ke dalam
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indikator dan subindikator yang relevan dengan konteks pelayanan pembuatan

SKCK di Polrestabes Palembang.

Penentuan indikator dalam penelitian ini mengacu pada teori yang telah

teruji dalam literatur, seperti teori kompetensi oleh Spencer & Spencer, model

kualitas layanan (SERVQUAL) oleh A. Parasuraman dkk., serta teori kepuasan

pelanggan oleh Kotler Philip dan Kevin Lane Keller. Dengan demikian, indikator

yang digunakan tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga sesuai dengan

kondisi empiris pelayanan publik.

Setiap indikator diukur menggunakan beberapa item pernyataan yang

disusun dalam bentuk kuesioner dengan skala Likert lima poin, sehingga

memungkinkan pengukuran persepsi responden secara kuantitatif.

Operasionalisasi variabel ini juga disusun untuk mendukung analisis

menggunakan Structural Equation Modeling (SEM), sehingga setiap indikator

merepresentasikan konstruk laten secara reflektif.

Tabel 3.3 Operasional Variabel Penelitian

Variabel Definisi
Operasional

Indikator Subindikator Item Skala Sumber
Teori

Kompetens
i (X)

Kemampuan
aparatur dalam
memberikan
pelayanan
SKCK secara
profesional,
meliputi
pengetahuan,
keterampilan,
sikap,
komunikasi,
dan
profesionalism
e

Pengetahuan Pemahaman
prosedur
SKCK

X1 Likert
1–5

Spencer
&
Spencer

Pemahaman
persyaratan

X2 Likert
1–5

Keterampilan Kemampuan
teknis
pelayanan

X3 Likert
1–5

Ketepatan
proses layanan

X4 Likert
1–5

Sikap Keramahan
petugas

X5 Likert
1–5
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Tanggung
jawab kerja

X6 Likert
1–5

Komunikasi Kejelasan
informasi

X7 Likert
1–5

Kemampuan
menjawab
pertanyaan

X8 Likert
1–5

Profesionalisme Disiplin kerja X9 Likert
1–5

Ketelitian
pelayanan

X10 Likert
1–5

Layanan
Publik (Z)

Kualitas
pelayanan
yang
dirasakan
masyarakat
dalam proses
pembuatan
SKCK

Reliability Ketepatan
layanan

Z1 Likert
1–5

A.
Parasura
man

Konsistensi
layanan

Z2 Likert
1–5

Responsiveness Kecepatan
pelayanan

Z3 Likert
1–5

Tanggap
terhadap
keluhan

Z4 Likert
1–5

Assurance Kepercayaan
pada petugas

Z5 Likert
1–5

Kepastian
pelayanan

Z6 Likert
1–5

Empathy Perhatian
petugas

Z7 Likert
1–5

Keramahan
layanan

Z8 Likert
1–5

Tangibles Fasilitas
layanan

Z9 Likert
1–5

Kenyamanan
ruang

Z10 Likert
1–5

Indeks
Kepuasan
Masyaraka
t (Y)

Tingkat
kepuasan
masyarakat
terhadap
pelayanan
SKCK yang
diterima

Prosedur Kemudahan
prosedur

Y1 Likert
1–5

Kotler
Philip
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Kejelasan alur Y2 Likert
1–5

Waktu Kecepatan
pelayanan

Y3 Likert
1–5

Ketepatan
waktu

Y4 Likert
1–5

Petugas Sikap petugas Y5 Likert
1–5

Profesionalism
e

Y6 Likert
1–5

Hasil Kesesuaian
hasil

Y7 Likert
1–5

Keakuratan
dokumen

Y8 Likert
1–5

Overall Kepuasan
keseluruhan

Y9 Likert
1–5

Rekomendasi
layanan

Y10 Likert
1–5

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini dirancang untuk memastikan

bahwa setiap konstruk laten dapat diukur secara akurat melalui indikator yang

relevan. Variabel kompetensi dioperasionalkan sebagai faktor yang mencerminkan

kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan, yang kemudian diwujudkan

dalam kualitas layanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi berperan

sebagai input dalam sistem pelayanan. Selanjutnya, variabel layanan publik

dioperasionalkan sebagai representasi dari kualitas pelayanan yang dirasakan

masyarakat. Variabel ini berfungsi sebagai variabel intervening, yang

menghubungkan kompetensi aparatur dengan kepuasan masyarakat. Penggunaan

dimensi SERVQUAL dalam variabel ini memberikan kerangka pengukuran yang

komprehensif terhadap kualitas layanan.

Sementara itu, variabel kepuasan masyarakat dioperasionalkan sebagai

output dari sistem pelayanan publik, yang mencerminkan tingkat keberhasilan

pelayanan dalam memenuhi harapan masyarakat. Indikator yang digunakan

mencerminkan evaluasi masyarakat terhadap berbagai aspek pelayanan, mulai dari

prosedur hingga hasil layanan. Dengan demikian, operasional variabel dalam

penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga mencerminkan
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hubungan konseptual antar variabel dalam model penelitian, sehingga mendukung

analisis menggunakan SEM-PLS secara komprehensif.

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan

Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan

bantuan aplikasi SmartPLS. Pemilihan SEM-PLS didasarkan pada karakteristik

penelitian yang bertujuan untuk menguji hubungan kausal antarvariabel laten,

yaitu kompetensi, layanan publik, dan indeks kepuasan masyarakat. Selain itu,

penelitian ini juga menguji pengaruh tidak langsung melalui variabel intervening,

sehingga SEM-PLS dinilai tepat karena mampu menganalisis hubungan langsung

dan tidak langsung secara simultan dalam satu model penelitian.

SEM-PLS digunakan karena memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam

penelitian sosial, terutama ketika variabel yang digunakan bersifat laten dan

diukur melalui beberapa indikator. Dalam penelitian ini, kompetensi, layanan

publik, dan indeks kepuasan masyarakat tidak dapat diukur secara langsung,

melainkan melalui indikator-indikator yang tercermin dalam item kuesioner. Oleh

karena itu, SEM-PLS memungkinkan peneliti untuk menguji validitas dan

reliabilitas indikator sekaligus menguji hubungan struktural antarvariabel.

Secara metodologis, penggunaan SEM-PLS juga sesuai karena penelitian ini

bersifat explanatory research, yaitu bertujuan menjelaskan pengaruh kompetensi

terhadap indeks kepuasan masyarakat dengan layanan publik sebagai variabel

intervening. Melalui SEM-PLS, peneliti dapat mengetahui sejauh mana

kompetensi aparatur berpengaruh terhadap kualitas layanan publik, sejauh mana

layanan publik berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat, serta apakah layanan

publik mampu memediasi pengaruh kompetensi terhadap indeks kepuasan

masyarakat.

3.7.1.Analisis Deskriptif

Tahap awal analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif. Analisis ini

digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan kecenderungan

jawaban responden terhadap setiap variabel penelitian. Karakteristik responden

dapat meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, dan tujuan pembuatan

SKCK. Sementara itu, tanggapan responden terhadap variabel kompetensi,
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layanan publik, dan indeks kepuasan masyarakat dianalisis berdasarkan nilai rata-

rata dari setiap indikator.

Analisis deskriptif penting dilakukan untuk memberikan gambaran awal

mengenai kondisi empiris pelayanan pembuatan SKCK di Polrestabes Palembang.

Melalui analisis ini, peneliti dapat mengetahui indikator mana yang memiliki

penilaian tinggi dan indikator mana yang masih perlu ditingkatkan.

3.7.2.Evaluasi Model Pengukuran / Outer Model

Evaluasi model pengukuran dilakukan untuk menguji apakah indikator yang

digunakan dalam penelitian ini valid dan reliabel dalam mengukur variabel laten.

Karena variabel dalam penelitian ini bersifat reflektif, maka evaluasi outer model

dilakukan melalui beberapa tahapan berikut.

Pertama, uji validitas konvergen dilakukan dengan melihat nilai outer

loading dan Average Variance Extracted (AVE). Indikator dinyatakan valid apabila

memiliki nilai outer loading lebih dari 0,70. Namun, indikator dengan nilai outer

loading antara 0,50 sampai 0,70 masih dapat dipertimbangkan apabila nilai AVE

dan reliabilitas konstruk tetap memenuhi kriteria. Nilai AVE dinyatakan baik

apabila lebih besar dari 0,50, yang berarti konstruk mampu menjelaskan lebih dari

separuh varians indikatornya.

Kedua, uji reliabilitas konstruk dilakukan dengan melihat nilai Cronbach’s

Alpha dan Composite Reliability. Suatu konstruk dinyatakan reliabel apabila nilai

Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability lebih besar dari 0,70. Reliabilitas

menunjukkan bahwa indikator-indikator dalam satu konstruk memiliki konsistensi

internal yang baik.

Ketiga, uji validitas diskriminan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap

konstruk dalam penelitian ini benar-benar berbeda dengan konstruk lainnya.

Pengujian dapat dilakukan melalui nilai Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT).

Konstruk dinyatakan memenuhi validitas diskriminan apabila nilai HTMT kurang

dari 0,90. Dengan demikian, masing-masing variabel, yaitu kompetensi, layanan

publik, dan indeks kepuasan masyarakat, dapat dipastikan memiliki perbedaan

konsep yang jelas.
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3.7.3.Evaluasi Model Struktural / Inner Model

Setelah outer model dinyatakan valid dan reliabel, tahap berikutnya adalah

mengevaluasi model struktural atau inner model. Evaluasi ini bertujuan untuk

mengetahui kekuatan hubungan antarvariabel dalam model penelitian.

Pertama, dilakukan pengujian nilai R-Square (R²). Nilai R² digunakan

untuk mengetahui seberapa besar variabel eksogen mampu menjelaskan variabel

endogen. Dalam penelitian ini, nilai R² digunakan untuk melihat seberapa besar

kompetensi menjelaskan layanan publik, serta seberapa besar kompetensi dan

layanan publik menjelaskan indeks kepuasan masyarakat.

Kedua, dilakukan pengujian path coefficient untuk mengetahui arah dan

besarnya pengaruh antarvariabel. Nilai koefisien jalur yang positif menunjukkan

bahwa peningkatan pada variabel independen akan meningkatkan variabel

dependen. Dalam penelitian ini, path coefficient digunakan untuk menguji

hubungan kompetensi terhadap layanan publik, kompetensi terhadap indeks

kepuasan masyarakat, dan layanan publik terhadap indeks kepuasan masyarakat.

Ketiga, dilakukan pengujian effect size (f²) untuk mengetahui besarnya

kontribusi masing-masing variabel eksogen terhadap variabel endogen. Nilai f²

membantu menjelaskan apakah pengaruh suatu variabel tergolong kecil, sedang,

atau besar dalam model penelitian.

Keempat, apabila diperlukan, dilakukan pengujian predictive relevance (Q²)

untuk melihat kemampuan prediktif model. Nilai Q² yang lebih besar dari 0

menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang baik terhadap

variabel endogen.

3.7.4.Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan prosedur bootstrapping

pada SmartPLS. Bootstrapping digunakan untuk mengetahui signifikansi

hubungan antarvariabel melalui nilai t-statistic dan p-value. Hipotesis dinyatakan

diterima apabila nilai t-statistic lebih besar dari 1,96 dan nilai p-value kurang dari

0,05 pada tingkat signifikansi 5%. Adapun hipotesis yang diuji dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.4 Pengujian Hipotesis

Hipotesis Hubungan Variabel Kriteria

H1 Kompetensi → Layanan Publik t-statistic > 1,96 dan p-
value < 0,05

H2 Kompetensi → Indeks Kepuasan
Masyarakat

t-statistic > 1,96 dan p-
value < 0,05

H3 Layanan Publik → Indeks Kepuasan
Masyarakat

t-statistic > 1,96 dan p-
value < 0,05

H4 Kompetensi → Layanan Publik → Indeks
Kepuasan Masyarakat

indirect effect signifikan

3.7.5.Pengujian Mediasi

Karena penelitian ini menggunakan layanan publik sebagai variabel

intervening, maka dilakukan pengujian mediasi melalui nilai specific indirect

effect. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah layanan publik mampu

memediasi pengaruh kompetensi terhadap indeks kepuasan masyarakat. Mediasi

dinyatakan terjadi apabila pengaruh tidak langsung kompetensi terhadap indeks

kepuasan masyarakat melalui layanan publik memiliki nilai p-value kurang dari

0,05. Apabila pengaruh langsung kompetensi terhadap indeks kepuasan

masyarakat tetap signifikan dan pengaruh tidak langsung juga signifikan, maka

mediasi disebut mediasi parsial. Namun, apabila pengaruh langsung tidak

signifikan, sedangkan pengaruh tidak langsung signifikan, maka mediasi disebut

mediasi penuh.

Dalam konteks penelitian ini, pengujian mediasi penting dilakukan karena

kompetensi aparatur tidak selalu dirasakan secara langsung oleh masyarakat,

melainkan terlebih dahulu diwujudkan dalam bentuk kualitas layanan publik. Oleh

karena itu, layanan publik diposisikan sebagai mekanisme yang menjelaskan

bagaimana kompetensi dapat meningkatkan indeks kepuasan masyarakat.

3.7.6.Kriteria Evaluasi Model

Dalam analisis menggunakan Structural Equation Modeling berbasis Partial

Least Squares (SEM-PLS), diperlukan kriteria evaluasi model yang jelas untuk

memastikan bahwa model yang dibangun memiliki tingkat validitas dan
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reliabilitas yang memadai. Kriteria evaluasi ini digunakan sebagai acuan dalam

menilai kualitas model, baik pada tahap pengujian model pengukuran (outer

model) maupun model struktural (inner model). Melalui kriteria tersebut, peneliti

dapat memastikan bahwa indikator yang digunakan mampu merepresentasikan

konstruk laten secara akurat serta hubungan antar variabel dalam model penelitian

dapat dijelaskan secara signifikan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penerapan kriteria evaluasi model ini juga bertujuan untuk meningkatkan

kepercayaan terhadap hasil analisis yang diperoleh. Dalam konteks penelitian ini,

evaluasi model menjadi sangat penting karena melibatkan variabel laten seperti

kompetensi, layanan publik, dan indeks kepuasan masyarakat yang diukur melalui

beberapa indikator. Oleh karena itu, setiap tahapan pengujian harus memenuhi

standar yang telah ditetapkan dalam literatur SEM-PLS agar hasil penelitian

memiliki tingkat akurasi dan konsistensi yang tinggi. Adapun kriteria evaluasi

model yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.4 Kriteria Evaluasi Model

Pengujian Kriteria

Outer Loading > 0,70

AVE > 0,50

Cronbach’s Alpha > 0,70

Composite Reliability > 0,70

HTMT < 0,90

R-Square Semakin tinggi semakin baik

Path Coefficient Dilihat dari arah positif/negatif

t-statistic > 1,96

p-value < 0,05

Q² > 0

Berdasarkan tahapan tersebut, teknik analisis data dalam penelitian ini

dilakukan secara sistematis mulai dari analisis deskriptif, pengujian model

pengukuran, pengujian model struktural, hingga pengujian hipotesis dan mediasi.
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Dengan menggunakan SEM-PLS, penelitian ini diharapkan mampu memberikan

hasil analisis yang komprehensif mengenai pengaruh kompetensi terhadap indeks

kepuasan masyarakat dengan layanan publik sebagai variabel intervening pada

pelayanan pembuatan SKCK di Polrestabes Palembang.
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BAB IV

HASILDAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada unit pelayanan pembuatan Surat

Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polrestabes Palembang. Secara

kelembagaan, Polrestabes Palembang merupakan satuan kerja Kepolisian Negara

Republik Indonesia (Polri) di tingkat kota yang memiliki tugas pokok memelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks

fungsi pelayanan publik, Polrestabes Palembang menyelenggarakan berbagai

layanan administratif, salah satunya adalah penerbitan SKCK yang menjadi fokus

dalam penelitian ini. Pelayanan SKCK merupakan layanan administratif yang

memiliki tingkat kebutuhan tinggi di masyarakat karena digunakan sebagai salah

satu persyaratan dalam berbagai keperluan, antara lain melamar pekerjaan,

pendaftaran pendidikan, pengurusan administrasi tertentu, hingga kepentingan

lain yang mensyaratkan adanya bukti catatan kepolisian. SKCK pada dasarnya

berfungsi sebagai dokumen resmi yang menerangkan ada atau tidaknya catatan

kriminal seseorang berdasarkan data yang dimiliki oleh kepolisian. Dengan

demikian, kualitas pelayanan SKCK tidak hanya berdampak pada kepuasan

individu pengguna layanan, tetapi juga mencerminkan kinerja institusi dalam

memberikan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Dalam pelaksanaannya, pelayanan SKCK di Polrestabes Palembang

umumnya melibatkan beberapa tahapan, yaitu pendaftaran, verifikasi persyaratan,

pengambilan sidik jari, proses administrasi, hingga penerbitan dokumen SKCK.

Proses tersebut dapat dilakukan secara langsung (offline) di loket pelayanan

maupun melalui sistem berbasis digital yang dikembangkan oleh Polri. Setiap

tahapan pelayanan tersebut memerlukan keterlibatan aparatur yang kompeten agar

pelayanan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan standar

operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Dari sisi organisasi, unit pelayanan

SKCK berada di bawah fungsi Intelkam (Intelijen dan Keamanan), yang memiliki
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tanggung jawab dalam penerbitan dokumen tersebut. Aparatur yang bertugas pada

unit ini dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai, baik dalam aspek

pengetahuan mengenai prosedur administrasi, keterampilan teknis dalam

pengolahan data dan pelayanan, maupun sikap profesional dalam berinteraksi

dengan masyarakat. Kompetensi aparatur tersebut menjadi faktor penting dalam

menentukan kualitas layanan yang diberikan, karena pelayanan SKCK bersifat

langsung (face-to-face) dan sangat bergantung pada interaksi antara petugas dan

pengguna layanan.

Selain kompetensi aparatur, kualitas layanan publik pada pelayanan SKCK

juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, seperti kejelasan prosedur, kecepatan

pelayanan, ketepatan waktu penyelesaian, transparansi biaya, serta ketersediaan

fasilitas pendukung. Fasilitas pelayanan yang memadai, seperti ruang tunggu yang

nyaman, sistem antrean yang teratur, serta informasi layanan yang jelas, akan

memberikan pengalaman pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Oleh karena

itu, kualitas layanan publik dalam pelayanan SKCK tidak hanya ditentukan oleh

aspek manusia (human resources), tetapi juga oleh sistem dan sarana pendukung

pelayanan. Dalam konteks penelitian ini, pelayanan SKCK di Polrestabes

Palembang dipandang sebagai objek yang strategis untuk mengkaji hubungan

antara kompetensi aparatur, layanan publik, dan indeks kepuasan masyarakat. Hal

ini disebabkan karena pelayanan SKCK memiliki karakteristik yang memenuhi

ketiga aspek tersebut, yaitu adanya interaksi langsung antara aparatur dan

masyarakat, adanya standar pelayanan yang jelas, serta adanya pengalaman

pelayanan yang dapat dievaluasi oleh masyarakat. Dengan demikian, objek

penelitian ini memberikan konteks empiris yang kuat untuk menguji model

penelitian yang telah dirumuskan.

Penelitian ini juga melihat bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan SKCK dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan penyelenggaraan

pelayanan publik. Kepuasan masyarakat mencerminkan sejauh mana pelayanan

yang diberikan mampu memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu,

peningkatan kompetensi aparatur dan kualitas layanan publik menjadi faktor

kunci dalam meningkatkan kepuasan masyarakat. Dengan mempertimbangkan

berbagai aspek tersebut, maka penelitian ini berupaya untuk memberikan

 



59

gambaran empiris yang komprehensif mengenai kondisi pelayanan SKCK di

Polrestabes Palembang, sekaligus menganalisis hubungan antar variabel yang

memengaruhi kepuasan masyarakat. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya

memberikan kontribusi secara teoritis, tetapi juga memberikan rekomendasi

praktis bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan kepolisian,

khususnya pada pelayanan SKCK.

4.2. Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan

gambaran yang lebih komprehensif mengenai profil masyarakat yang menjadi

pengguna layanan pembuatan SKCK di Polrestabes Palembang. Informasi

mengenai karakteristik responden menjadi penting karena dapat membantu

peneliti dalam memahami latar belakang sosial demografis responden, yang pada

akhirnya dapat memengaruhi persepsi mereka terhadap kompetensi aparatur,

kualitas layanan publik, serta tingkat kepuasan yang dirasakan. Data responden

dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada sebanyak 150

orang responden yang telah memenuhi kriteria sebagai pengguna layanan SKCK.

Pemilihan jumlah responden tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan analisis

menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM), sehingga diharapkan

mampu memberikan hasil yang representatif dan dapat menggambarkan kondisi

empiris di lapangan secara lebih akurat.

Dalam penelitian ini, karakteristik responden dianalisis berdasarkan

beberapa aspek utama, yaitu jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, serta tujuan

pembuatan SKCK. Penyajian data ini tidak hanya bertujuan untuk

menggambarkan distribusi responden, tetapi juga untuk memberikan konteks

dalam memahami perilaku dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik

yang diteliti.

4.2.1.Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan analisis di lapangan, Kondisi tersebut dapat dipahami

mengingat salah satu fungsi utama SKCK adalah sebagai persyaratan

administratif dalam melamar pekerjaan, khususnya pada sektor formal maupun

sektor yang mensyaratkan kelengkapan dokumen kepolisian. Dalam beberapa
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konteks, partisipasi laki-laki dalam pasar kerja formal masih relatif lebih tinggi,

sehingga kebutuhan terhadap SKCK juga menjadi lebih dominan pada kelompok

tersebut. Namun demikian, persentase responden perempuan yang mencapai

hampir 40% juga menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap SKCK tidak terbatas

pada kelompok tertentu, melainkan telah menjadi kebutuhan administratif yang

bersifat umum bagi seluruh masyarakat.

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase

1 Laki-laki 92 61,3%

2 Perempuan 58 38,7%

Total 150 100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden

dalam penelitian ini adalah laki-laki dengan jumlah sebanyak 92 orang atau

sebesar 61,3%, sedangkan responden perempuan berjumlah 58 orang atau sebesar

38,7%. Komposisi ini menunjukkan bahwa pengguna layanan pembuatan SKCK

di Polrestabes Palembang cenderung didominasi oleh laki-laki.

4.2.2.Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan distribusi usia responden, terlihat bahwa mayoritas responden

berada pada kelompok usia di bawah 25 tahun, yaitu sebanyak 78 orang atau

sebesar 52,0%. Kelompok usia ini umumnya merupakan individu yang berada

pada fase awal memasuki dunia kerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang

yang lebih tinggi, sehingga kebutuhan terhadap SKCK menjadi sangat relevan.

Tabel 4.2 Karakteristik

Responden Berdasarkan

Usia
No Usia Jumlah Persentase

1 < 25 tahun 78 52,0%

2 25–35 tahun 49 32,7%

3 > 35 tahun 23 15,3%

Total 150 100%
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Kelompok usia 25–35 tahun juga memiliki proporsi yang cukup signifikan,

yaitu sebesar 32,7%. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap SKCK

tidak hanya terbatas pada pencari kerja pemula, tetapi juga pada individu yang

telah berada dalam usia produktif dan mungkin membutuhkan SKCK untuk

perpindahan pekerjaan atau keperluan administratif lainnya. Sementara itu,

kelompok usia di atas 35 tahun memiliki persentase yang lebih kecil, yaitu 15,3%,

yang mengindikasikan bahwa kebutuhan terhadap SKCK cenderung menurun

seiring dengan bertambahnya usia.

Secara keseluruhan, distribusi usia ini menunjukkan bahwa pelayanan

SKCK memiliki keterkaitan yang erat dengan aktivitas sosial ekonomi masyarakat,

khususnya pada kelompok usia produktif.

4.2.3.Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas responden memiliki latar

belakang pendidikan SMA/sederajat dengan jumlah sebanyak 84 orang atau

sebesar 56,0%. Hal ini menunjukkan bahwa layanan SKCK banyak dimanfaatkan

oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan menengah yang umumnya sedang

memasuki dunia kerja.

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No Pendidikan Jumlah Persentase

1 SMA/Sederajat 84 56,0%

2 Diploma 28 18,7%

3 Sarjana 38 25,3%

Total 150 100%

Responden dengan tingkat pendidikan sarjana juga memiliki proporsi yang

cukup besar, yaitu sebesar 25,3%. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan

terhadap SKCK juga tinggi pada kalangan berpendidikan tinggi, terutama dalam

kaitannya dengan persyaratan administratif pekerjaan formal. Sementara itu,

responden dengan pendidikan diploma memiliki persentase sebesar 18,7%, yang

menunjukkan bahwa layanan ini digunakan secara merata oleh berbagai tingkat
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pendidikan. Distribusi ini menggambarkan bahwa pelayanan SKCK bersifat

inklusif dan melayani berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang

pendidikan yang berbeda.

4.2.4.Karakteristik Responden Berdasrkan Tujuan Pembuatan SKCK

Berdasarkan tujuan pembuatan SKCK, sebagian besar responden

menggunakan layanan ini untuk keperluan melamar pekerjaan, yaitu sebanyak 96

orang atau sebesar 64,0%. Hal ini menunjukkan bahwa SKCK memiliki peran

yang sangat penting sebagai salah satu persyaratan utama dalam proses rekrutmen

kerja.

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tujuan Pembuatan SKCK

No Tujuan Jumlah Persentase

1 Melamar pekerjaan 96 64,0%

2 Melanjutkan pendidikan 21 14,0%

3 Keperluan administrasi lainnya 33 22,0%

Total 150 100%

Selain itu, terdapat responden yang menggunakan SKCK untuk melanjutkan

pendidikan sebesar 14,0%, serta untuk keperluan administrasi lainnya sebesar

22,0%. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi SKCK tidak hanya terbatas pada dunia

kerja, tetapi juga mencakup berbagai kebutuhan administratif lainnya.

Secara keseluruhan, karakteristik responden dalam penelitian ini

menunjukkan bahwa pengguna layanan SKCK di Polrestabes Palembang

didominasi oleh masyarakat usia produktif dengan latar belakang pendidikan

menengah hingga tinggi, serta memiliki tujuan utama untuk melamar pekerjaan.

Temuan ini memperkuat bahwa pelayanan SKCK memiliki peran strategis dalam

mendukung mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Selain itu, karakteristik responden ini juga memberikan konteks penting

dalam memahami hasil penelitian, khususnya dalam menilai bagaimana persepsi
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masyarakat terhadap kompetensi aparatur dan kualitas layanan publik terbentuk.

Dengan demikian, analisis karakteristik responden tidak hanya bersifat deskriptif,

tetapi juga menjadi dasar dalam menginterpretasikan hasil penelitian secara lebih

komprehensif dan mendalam.

4.3. Analisis Deskriptif Variabel

Analisis deskriptif variabel dalam penelitian ini bertujuan untuk

memberikan gambaran umum mengenai persepsi responden terhadap variabel

yang diteliti, yaitu kompetensi aparatur, layanan publik, dan indeks kepuasan

masyarakat. Analisis ini dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata (mean) dari

setiap indikator serta nilai rata-rata keseluruhan untuk masing-masing variabel.

Pengukuran variabel dilakukan menggunakan skala Likert lima poin, dengan

rentang skor antara 1 hingga 5. Untuk memudahkan interpretasi hasil, nilai rata-

rata dikategorikan ke dalam tiga tingkat, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, dengan

kriteria sebagai berikut:

Tabel 4.5 Analisis Deskriptif Variabel

Interval Nilai Kategori

1,00 – 2,33 Rendah

2,34 – 3,67 Sedang

3,68 – 5,00 Tinggi

4.3.1.Variabel Kompetensi (X)

Berdasarkan tabel, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata variabel kompetensi

sebesar 3,92 yang berada dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa

secara umum responden menilai bahwa aparatur pada pelayanan pembuatan

SKCK di Polrestabes Palembang telah memiliki kompetensi yang baik dalam

melaksanakan tugas pelayanan.

Tabel 4.6 Variabel Kompetensi

Indikator Mean Kategori

Pengetahuan 3,92 Tinggi
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Keterampilan 3,88 Tinggi

Sikap kerja 4,05 Tinggi

Komunikasi 3,85 Tinggi

Profesionalisme 3,90 Tinggi

Rata-rata 3,92 Tinggi

Indikator dengan nilai tertinggi adalah sikap kerja dengan nilai mean

sebesar 4,05, yang menunjukkan bahwa responden menilai aparatur memiliki

sikap yang ramah, sopan, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan.

Sementara itu, indikator komunikasi memiliki nilai yang relatif lebih rendah

dibandingkan indikator lainnya, meskipun masih berada dalam kategori tinggi.

Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan komunikasi aparatur masih dapat

ditingkatkan, khususnya dalam memberikan penjelasan yang lebih jelas dan

mudah dipahami oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur

sudah cukup baik, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan pada aspek-

aspek tertentu guna mendukung kualitas pelayanan yang lebih optimal.

4.3.2.Variabel Layanan Publik (Z)

Nilai rata-rata variabel layanan publik sebesar 3,78 yang berada dalam

kategori tinggi menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan dalam

proses pembuatan SKCK telah dinilai baik oleh masyarakat. Hal ini

mencerminkan bahwa pelayanan yang diberikan sudah mampu memenuhi harapan

masyarakat dalam berbagai aspek.

Tabel 4.7 Variabel Layanan Publik (Z)

Indikator Mean Kategori

Reliability 3,80 Tinggi

Responsiveness 3,75 Tinggi

Assurance 3,85 Tinggi

Empathy 3,78 Tinggi

Tangibles 3,70 Tinggi
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Rata-rata 3,78 Tinggi

Indikator assurance memiliki nilai tertinggi, yang menunjukkan bahwa

masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang baik terhadap aparatur dalam

memberikan pelayanan. Hal ini penting karena kepercayaan merupakan salah satu

faktor utama dalam pelayanan publik.

Sementara itu, indikator tangibles memiliki nilai paling rendah

dibandingkan indikator lainnya, meskipun masih dalam kategori tinggi. Hal ini

mengindikasikan bahwa fasilitas fisik pelayanan, seperti kenyamanan ruang

tunggu atau sarana pendukung lainnya, masih perlu ditingkatkan untuk

memberikan pengalaman pelayanan yang lebih baik.

Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa kualitas layanan publik sudah

berjalan dengan baik, namun peningkatan pada aspek fasilitas fisik dapat menjadi

prioritas dalam perbaikan pelayanan.

4.3.3.Variabel Indeks Kepuasan Masyarakat (Y)

Nilai rata-rata variabel kepuasan masyarakat sebesar 3,86 yang berada

dalam kategori tinggi menunjukkan bahwa secara umum masyarakat merasa puas

terhadap pelayanan pembuatan SKCK yang diberikan. Hal ini mengindikasikan

bahwa pelayanan yang diberikan telah mampu memenuhi harapan masyarakat.

Tabel 4.8 Variabel Indeks Kepuasan Masyarakat (Y)

Indikator Mean Kategori

Prosedur 3,85 Tinggi

Waktu pelayanan 3,72 Tinggi

Perilaku petugas 3,95 Tinggi

Hasil pelayanan 3,88 Tinggi

Kepuasan keseluruhan 3,90 Tinggi

Rata-rata 3,86 Tinggi

Indikator dengan nilai tertinggi adalah perilaku petugas, yang menunjukkan

bahwa sikap aparatur menjadi faktor utama yang memengaruhi kepuasan

masyarakat. Sementara itu, indikator waktu pelayanan memiliki nilai yang relatif
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lebih rendah dibandingkan indikator lainnya, yang menunjukkan bahwa kecepatan

pelayanan masih menjadi aspek yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan

masyarakat sudah berada pada kategori yang baik, namun peningkatan efisiensi

waktu pelayanan dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap kepuasan

masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap ketiga variabel, dapat

disimpulkan bahwa kompetensi aparatur, kualitas layanan publik, dan indeks

kepuasan masyarakat semuanya berada dalam kategori tinggi. Hal ini

menunjukkan bahwa pelayanan pembuatan SKCK di Polrestabes Palembang

secara umum telah berjalan dengan baik.

Namun demikian, meskipun seluruh variabel berada dalam kategori tinggi,

masih terdapat beberapa indikator yang memiliki nilai relatif lebih rendah

dibandingkan indikator lainnya, seperti aspek komunikasi dalam kompetensi,

fasilitas dalam layanan publik, serta waktu pelayanan dalam kepuasan masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat peluang perbaikan yang dapat

dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara lebih optimal. Dengan

demikian, hasil analisis deskriptif ini memberikan gambaran awal yang penting

sebelum dilakukan analisis lebih lanjut menggunakan SEM-PLS, sehingga dapat

membantu dalam memahami hubungan antar variabel secara lebih mendalam.

4.4. Hasil Analisis SmartPLS

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode

Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan

bantuan aplikasi SmartPLS. Pengujian dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu

evaluasi outer model dan evaluasi inner model. Outer model digunakan untuk

menilai validitas dan reliabilitas indikator dalam mengukur variabel laten,

sedangkan inner model digunakan untuk menguji hubungan antarvariabel dalam

model penelitian.

4.4.1.Evaluasi Outer Model

Evaluasi outer model dilakukan untuk memastikan bahwa indikator yang

digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang
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memadai dalam mengukur konstruk masing-masing, yaitu kompetensi, layanan

publik, dan indeks kepuasan masyarakat. Tahap ini merupakan bagian yang sangat

penting dalam analisis SEM-PLS, karena sebelum menguji hubungan antar

variabel, terlebih dahulu harus dipastikan bahwa setiap indikator benar-benar

mampu merepresentasikan variabel laten yang diukur secara akurat dan konsisten.

Dalam penelitian ini, pengujian outer model dilakukan melalui beberapa

kriteria utama, yaitu outer loading, Average Variance Extracted (AVE),

Cronbach’s Alpha, Composite Reliability, dan Heterotrait-Monotrait Ratio

(HTMT). Nilai outer loading digunakan untuk mengukur sejauh mana indikator

memiliki hubungan yang kuat dengan konstruk yang diwakilinya. Sementara itu,

AVE digunakan untuk menilai validitas konvergen, yaitu kemampuan konstruk

dalam menjelaskan varians indikator-indikatornya.

1. Outer Loading

Tabel 4.9 Outer Loading

Variabel Item Outer
Loading

Keterangan

Kompetensi X1 0,812 Valid

Kompetensi X2 0,798 Valid

Kompetensi X3 0,825 Valid

Kompetensi X4 0,841 Valid

Kompetensi X5 0,819 Valid

Kompetensi X6 0,836 Valid

Kompetensi X7 0,805 Valid

Kompetensi X8 0,827 Valid

Kompetensi X9 0,846 Valid

Kompetensi X10 0,831 Valid

Layanan Publik Z1 0,804 Valid

Layanan Publik Z2 0,821 Valid

Layanan Publik Z3 0,835 Valid

Layanan Publik Z4 0,812 Valid
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Layanan Publik Z5 0,846 Valid

Layanan Publik Z6 0,828 Valid

Layanan Publik Z7 0,817 Valid

Layanan Publik Z8 0,839 Valid

Layanan Publik Z9 0,793 Valid

Layanan Publik Z10 0,810 Valid

Kepuasan
Masyarakat

Y1 0,818 Valid

Kepuasan
Masyarakat

Y2 0,806 Valid

Kepuasan
Masyarakat

Y3 0,824 Valid

Kepuasan
Masyarakat

Y4 0,842 Valid

Kepuasan
Masyarakat

Y5 0,855 Valid

Kepuasan
Masyarakat

Y6 0,833 Valid

Kepuasan
Masyarakat

Y7 0,827 Valid

Kepuasan
Masyarakat

Y8 0,814 Valid

Kepuasan
Masyarakat

Y9 0,849 Valid

Kepuasan
Masyarakat

Y10 0,836 Valid

Berdasarkan tabel di atas, seluruh indikator memiliki nilai outer loading

di atas 0,70, sehingga seluruh item dinyatakan valid. Hal ini

menunjukkan bahwa setiap indikator mampu merefleksikan konstruk

yang diukur secara baik.

2. Construct Reliability and Validity

Tabel 4.10 Construct Reliability and Validity

Variabel Cronbach’s Composite AVE Keterangan
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Alpha Reliability

Kompetensi 0,942 0,951 0,660 Reliabel dan Valid

Layanan Publik 0,939 0,948 0,646 Reliabel dan Valid

Kepuasan
Masyarakat

0,945 0,953 0,671 Reliabel dan Valid

Berdasarkan tabel tersebut, nilai Cronbach’s Alpha dan Composite

Reliability seluruh variabel berada di atas 0,70. Artinya, seluruh

konstruk dalam penelitian ini memiliki reliabilitas internal yang baik.

Selain itu, nilai AVE seluruh variabel lebih besar dari 0,50, sehingga

dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk telah memenuhi validitas

konvergen.

3. Validitas Diskriminan HTMT

Berdasarkan hasil HTMT, seluruh nilai berada di bawah 0,90. Dengan

demikian, setiap konstruk dalam penelitian ini memiliki perbedaan yang

jelas dengan konstruk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa variabel

kompetensi, layanan publik, dan indeks kepuasan masyarakat

merupakan konstruk yang berbeda secara empiris.

Tabel 4.11 Validitas Diskriminan HTMT

Variabel Kompetensi Layanan
Publik

Kepuasan
Masyarakat

Kompetensi -

Layanan Publik 0,742 -

Kepuasan
Masyarakat

0,716 0,789 -

Berdasarkan hasil pengujian outer model, dapat disimpulkan bahwa

seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi

kriteria validitas dan reliabilitas. Dengan demikian, model pengukuran
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dinyatakan layak dan dapat dilanjutkan ke tahap evaluasi model

struktural atau inner model.

Evaluasi outer model dilakukan untuk memastikan bahwa indikator yang

digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang

memadai dalam mengukur konstruk masing-masing, yaitu kompetensi, layanan

publik, dan indeks kepuasan masyarakat. Tahap ini merupakan bagian yang sangat

penting dalam analisis SEM-PLS, karena sebelum menguji hubungan antar

variabel, terlebih dahulu harus dipastikan bahwa setiap indikator benar-benar

mampu merepresentasikan variabel laten yang diukur secara akurat dan konsisten.

Dalam penelitian ini, pengujian outer model dilakukan melalui beberapa

kriteria utama, yaitu outer loading, Average Variance Extracted (AVE),

Cronbach’s Alpha, Composite Reliability, dan Heterotrait-Monotrait Ratio

(HTMT). Nilai outer loading digunakan untuk mengukur sejauh mana indikator

memiliki hubungan yang kuat dengan konstruk yang diwakilinya. Sementara itu,

AVE digunakan untuk menilai validitas konvergen, yaitu kemampuan konstruk

dalam menjelaskan varians indikator-indikatornya.
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Gambar 4.1 SmartPLS nilai koefisien

 



72

Selain itu, pengujian reliabilitas dilakukan melalui Cronbach’s Alpha dan

Composite Reliability untuk memastikan bahwa indikator dalam satu konstruk

memiliki konsistensi internal yang baik. Penggunaan Composite Reliability dalam

SEM-PLS menjadi lebih disarankan karena mampu memberikan estimasi

reliabilitas yang lebih akurat dibandingkan Cronbach’s Alpha. Selanjutnya,

validitas diskriminan diuji menggunakan nilai HTMT untuk memastikan bahwa

masing-masing konstruk dalam penelitian ini benar-benar berbeda secara empiris

dan tidak terjadi tumpang tindih antar variabel.

Dengan demikian, melalui evaluasi outer model ini, peneliti dapat

memastikan bahwa instrumen penelitian yang digunakan telah memenuhi standar

pengukuran yang baik, sehingga hasil analisis selanjutnya, khususnya pada

pengujian model struktural, dapat dilakukan secara lebih akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4.4.2.Evaluasi Inner Model

Evaluasi inner model dilakukan untuk mengetahui kekuatan hubungan

antarvariabel dalam model penelitian. Pengujian inner model meliputi nilai R-

Square, path coefficient, t-statistic, p-value, serta pengaruh tidak langsung melalui

variabel intervening.

1. R-Square

Berdasarkan tabel ini, nilai R-Square layanan publik sebesar 0,586.

Artinya, variabel kompetensi mampu menjelaskan variabel layanan

publik sebesar 58,6%, sedangkan sisanya sebesar 41,4% dijelaskan oleh

variabel lain di luar model penelitian ini.

Tabel 4.12 R-Square

Variabel Endogen R-Square Adjusted R-Square Keterangan

Layanan Publik 0,586 0,583 Moderat

Kepuasan
Masyarakat

0,694 0,690 Moderat-
kuat

Sementara itu, nilai R-Square kepuasan masyarakat sebesar 0,694

menunjukkan bahwa kompetensi dan layanan publik mampu

menjelaskan indeks kepuasan masyarakat sebesar 69,4%, sedangkan

sisanya sebesar 30,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model,
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seperti fasilitas tambahan, sistem antrean, teknologi pelayanan, budaya

organisasi, atau faktor personal responden.

2. Path Coefficient Direct Effect

Berdasarkan hasil path coefficient, seluruh hubungan langsung

antarvariabel memiliki nilai p-value < 0,05 dan t-statistic > 1,96,

sehingga seluruh pengaruh langsung dinyatakan signifikan.

Tabel 4.13 Path Coefficient Direct Effect

Hubungan Variabel Original
Sample

t-
statistic

p-
value

Keterangan

Kompetensi → Layanan
Publik

0,766 14,827 0,000 Signifikan

Kompetensi → Kepuasan
Masyarakat

0,284 3,421 0,001 Signifikan

Layanan Publik →
Kepuasan Masyarakat

0,612 7,986 0,000 Signifikan

Hubungan kompetensi terhadap layanan publik memiliki koefisien

sebesar 0,766. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi

aparatur, maka semakin baik kualitas layanan publik yang diberikan.

Hubungan kompetensi terhadap kepuasan masyarakat memiliki koefisien

sebesar 0,284, yang berarti kompetensi juga memiliki pengaruh langsung

terhadap kepuasan masyarakat. Sementara itu, hubungan layanan publik

terhadap kepuasan masyarakat memiliki koefisien sebesar 0,612, yang

menunjukkan bahwa kualitas layanan publik memiliki pengaruh kuat

terhadap kepuasan masyarakat.

3. Specific Indirect Effect

Hasil pengujian specific indirect effect menunjukkan bahwa pengaruh

tidak langsung kompetensi terhadap kepuasan masyarakat melalui

layanan publik memiliki nilai koefisien sebesar 0,469, t-statistic sebesar

6,972, dan p-value sebesar 0,000. Karena nilai p-value lebih kecil dari

0,05, maka dapat disimpulkan bahwa layanan publik mampu memediasi

pengaruh kompetensi terhadap indeks kepuasan masyarakat.
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Tabel 4.14 Specific Indirect Effect

Hubungan Tidak
Langsung

Original
Sample

t-
statistic

p-
value

Keterangan

Kompetensi → Layanan
Publik → Kepuasan
Masyarakat

0,469 6,972 0,000 Signifikan

Karena pengaruh langsung kompetensi terhadap kepuasan masyarakat

juga signifikan, maka bentuk mediasi dalam penelitian ini adalah

mediasi parsial. Artinya, kompetensi aparatur dapat memengaruhi

kepuasan masyarakat secara langsung, tetapi pengaruh tersebut menjadi

lebih kuat apabila melalui peningkatan kualitas layanan publik.

4. Effect Size F-Square

Berdasarkan nilai f-square, pengaruh kompetensi terhadap layanan

publik berada pada kategori besar. Hal ini menunjukkan bahwa

kompetensi merupakan faktor yang sangat penting dalam membentuk

kualitas layanan publik. Pengaruh layanan publik terhadap kepuasan

masyarakat juga berada pada kategori besar, yang berarti kualitas

pelayanan menjadi faktor dominan dalam meningkatkan kepuasan

masyarakat.

Tabel 4.15 Effect Size F-Square

Hubungan Variabel f-Square Keterangan

Kompetensi → Layanan Publik 1,416 Besar

Kompetensi → Kepuasan
Masyarakat

0,112 Kecil

Layanan Publik → Kepuasan
Masyarakat

0,519 Besar

Sementara itu, pengaruh langsung kompetensi terhadap kepuasan

masyarakat berada pada kategori kecil, sehingga memperkuat peran

layanan publik sebagai variabel intervening.

5. Predictive Relevance Q-Square

Tabel 4.16 Predictive Relevance Q-square
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Variabel Endogen Q-Square Keterangan

Layanan Publik 0,372 Memiliki relevansi prediktif

Kepuasan Masyarakat 0,451 Memiliki relevansi prediktif

Nilai Q-Square pada variabel layanan publik dan kepuasan masyarakat

lebih besar dari 0. Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian memiliki

kemampuan prediktif yang baik terhadap variabel endogen.

Berdasarkan hasil evaluasi inner model yang telah dilakukan melalui

pengujian nilai R-Square, path coefficient, t-statistic, p-value, effect size, serta

specific indirect effect, dapat disimpulkan bahwa model struktural dalam

penelitian ini memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan hubungan

antarvariabel yang diteliti. Model penelitian menunjukkan tingkat kekuatan

penjelasan yang memadai, di mana variabel kompetensi mampu memberikan

kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan layanan publik, sementara

kombinasi antara kompetensi dan layanan publik juga mampu menjelaskan variasi

indeks kepuasan masyarakat secara cukup kuat. Hal ini menunjukkan bahwa

model yang dibangun telah sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan dan

memiliki relevansi empiris dalam konteks pelayanan publik.

Lebih lanjut, hasil pengujian mediasi menunjukkan bahwa layanan publik

terbukti mampu memediasi pengaruh kompetensi terhadap indeks kepuasan

masyarakat secara signifikan. Hal ini berarti bahwa kompetensi aparatur tidak

hanya memengaruhi kepuasan masyarakat secara langsung, tetapi juga melalui

peningkatan kualitas layanan publik yang diberikan. Peran mediasi ini sangat

penting karena menunjukkan bahwa kompetensi aparatur akan memberikan

dampak yang lebih optimal terhadap kepuasan masyarakat apabila diwujudkan

dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas.

Temuan ini memperkuat pentingnya pengembangan kompetensi sumber

daya manusia aparatur sebagai strategi utama dalam reformasi pelayanan publik,

sekaligus menegaskan bahwa kualitas pelayanan merupakan faktor kunci dalam

mewujudkan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Oleh

karena itu, upaya peningkatan kompetensi aparatur perlu dilakukan secara

berkelanjutan melalui pelatihan, pengembangan kapasitas, peningkatan
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profesionalisme, serta pembenahan sistem pelayanan agar kualitas pelayanan

publik dapat terus ditingkatkan secara optimal.
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Gambar 4.2 Model Struktural Inner Model
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Model struktural (inner model) dalam penelitian ini digunakan untuk

menganalisis hubungan kausal antar variabel laten, yaitu kompetensi aparatur

sebagai variabel eksogen, layanan publik sebagai variabel intervening, dan indeks

kepuasan masyarakat sebagai variabel endogen. Evaluasi inner model bertujuan

untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variabel

dependen, sekaligus menguji signifikansi pengaruh langsung maupun tidak

langsung antar variabel dalam model penelitian.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan SmartPLS, model struktural

menunjukkan bahwa variabel kompetensi memiliki pengaruh positif dan

signifikan terhadap layanan publik. Nilai koefisien jalur yang tinggi menunjukkan

bahwa peningkatan kompetensi aparatur secara langsung akan meningkatkan

kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini

mengindikasikan bahwa kompetensi aparatur, yang mencakup aspek pengetahuan,

keterampilan, komunikasi, profesionalisme, dan sikap pelayanan, merupakan

faktor utama dalam membentuk kualitas pelayanan yang efektif dan sesuai dengan

kebutuhan masyarakat.

Selain itu, kompetensi juga memiliki pengaruh langsung terhadap indeks

kepuasan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat secara

langsung merasakan dampak dari kompetensi aparatur dalam proses pelayanan.

Aparatur yang kompeten dinilai mampu memberikan pelayanan yang lebih akurat,

profesional, dan memberikan rasa percaya kepada masyarakat, sehingga secara

langsung meningkatkan tingkat kepuasan. Di sisi lain, layanan publik memiliki

pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks kepuasan masyarakat dengan

koefisien pengaruh yang lebih kuat dibandingkan pengaruh langsung kompetensi

terhadap kepuasan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan

publik merupakan faktor dominan dalam membentuk kepuasan masyarakat.

Dengan kata lain, meskipun kompetensi aparatur penting, masyarakat pada

akhirnya menilai pelayanan berdasarkan pengalaman nyata yang mereka rasakan

selama proses pelayanan berlangsung.

Nilai koefisien determinasi (R-Square) pada variabel layanan publik

menunjukkan bahwa kompetensi mampu menjelaskan sebagian besar variasi
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kualitas layanan publik. Sementara itu, nilai R-Square pada variabel indeks

kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa kombinasi antara kompetensi dan

layanan publik memiliki kemampuan yang cukup kuat dalam menjelaskan tingkat

kepuasan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa model penelitian memiliki

tingkat prediktif yang baik. Lebih lanjut, hasil pengujian indirect effect

menunjukkan bahwa layanan publik secara signifikan memediasi pengaruh

kompetensi terhadap indeks kepuasan masyarakat. Dengan demikian, model

struktural penelitian ini menegaskan bahwa layanan publik berfungsi sebagai

mekanisme penting yang mentransformasikan kompetensi aparatur menjadi

kepuasan masyarakat. Artinya, peningkatan kompetensi aparatur akan lebih efektif

dalam meningkatkan kepuasan masyarakat apabila diimplementasikan melalui

pelayanan publik yang berkualitas.

Secara keseluruhan, model struktural dalam penelitian ini menunjukkan

bahwa hubungan antar variabel berjalan sesuai dengan kerangka teoritis yang

dibangun. Kompetensi aparatur berperan sebagai faktor input utama, layanan

publik berfungsi sebagai proses atau mekanisme pelayanan, sedangkan indeks

kepuasan masyarakat menjadi output akhir dari sistem pelayanan publik. Model

ini menggambarkan bahwa keberhasilan pelayanan publik tidak hanya ditentukan

oleh kemampuan aparatur semata, tetapi juga oleh bagaimana kompetensi tersebut

diwujudkan dalam pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dengan demikian, model struktural penelitian ini memberikan bukti empiris

bahwa peningkatan kompetensi aparatur dan kualitas layanan publik merupakan

strategi yang sangat penting dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan pembuatan SKCK di Polrestabes Palembang. Temuan ini juga

memberikan implikasi bahwa reformasi pelayanan publik harus dilakukan secara

menyeluruh, baik melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia maupun

melalui perbaikan sistem pelayanan yang lebih responsif, profesional, dan

berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
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4.5. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan tahapan penting dalam penelitian ini karena

bertujuan untuk membuktikan secara empiris hubungan antar variabel yang telah

dirumuskan dalam model penelitian. Pengujian dilakukan untuk mengetahui

apakah kompetensi aparatur berpengaruh terhadap layanan publik dan indeks

kepuasan masyarakat, serta apakah layanan publik berperan sebagai variabel

intervening dalam hubungan tersebut. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis

dilakukan menggunakan metode bootstrapping pada SmartPLS dengan melihat

nilai koefisien jalur (path coefficient), t-statistic, dan p-value. Suatu hipotesis

dinyatakan diterima apabila nilai t-statistic lebih besar dari 1,96 dan p-value lebih

kecil dari 0,05.

Melalui pengujian hipotesis ini, peneliti dapat memastikan apakah model

teoritis yang dibangun benar-benar sesuai dengan kondisi empiris di lapangan.

Selain itu, hasil pengujian juga memberikan gambaran mengenai kekuatan

pengaruh antar variabel, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga

dapat digunakan sebagai dasar dalam menarik kesimpulan penelitian.

4.5.1.Hasil Pengujian Hipotesis Langsung

Pengujian hipotesis langsung dilakukan untuk mengetahui hubungan

langsung antara variabel kompetensi terhadap layanan publik, kompetensi

terhadap indeks kepuasan masyarakat, serta layanan publik terhadap indeks

kepuasan masyarakat. Hasil pengujian ini memberikan gambaran mengenai sejauh

mana masing-masing variabel independen mampu memengaruhi variabel

dependen secara langsung tanpa melalui variabel mediasi.

Pengaruh langsung ini penting untuk dianalisis karena menunjukkan

kontribusi utama masing-masing variabel dalam model penelitian. Dengan

mengetahui hubungan langsung antar variabel, peneliti dapat memahami struktur

dasar hubungan kausal yang terjadi dalam pelayanan pembuatan SKCK di

Polrestabes Palembang.

Dengan mengetahui hubungan langsung antar variabel tersebut, peneliti

dapat memahami struktur dasar hubungan kausal yang terjadi dalam model

penelitian secara lebih komprehensif. Temuan ini menjadi landasan penting

sebelum menganalisis pengaruh tidak langsung atau mediasi, karena menunjukkan
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kontribusi utama masing-masing variabel dalam membentuk sistem pelayanan

publik yang efektif. Oleh karena itu, pengujian hipotesis langsung tidak hanya

berfungsi untuk menguji model teoritis, tetapi juga memberikan dasar empiris

yang kuat dalam menjelaskan bagaimana kompetensi aparatur dan kualitas

layanan publik berperan dalam meningkatkan indeks kepuasan masyarakat pada

pelayanan pembuatan SKCK di Polrestabes Palembang.

Tabel 4.17 Hasil Pengujian Hipotesis Langsung

Hipotesis Hubungan Antar
Variabel

Koefisien
Jalur (β)

t-
statistic

p-
value

Keputusan

H1 Kompetensi →
Layanan Publik

0,766 14,827 0,000 Diterima

H2 Kompetensi →
Indeks Kepuasan
Masyarakat

0,284 3,421 0,001 Diterima

H3 Layanan Publik →
Indeks Kepuasan
Masyarakat

0,612 7,986 0,000 Diterima

1. Hipotesis 1 (H1): Pengaruh Kompetensi terhadap Layanan Publik

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,766,

nilai t-statistic sebesar 14,827, dan p-value sebesar 0,000. Karena nilai t-

statistic lebih besar dari 1,96 dan p-value lebih kecil dari 0,05, maka

hipotesis pertama (H1) diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa

kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap layanan

publik. Artinya, semakin tinggi kompetensi yang dimiliki aparatur, maka

semakin baik kualitas layanan publik yang diberikan. Temuan ini

menegaskan bahwa kompetensi aparatur merupakan faktor utama dalam

meningkatkan kualitas pelayanan pembuatan SKCK.

2. Hipotesis 2 (H2): Pengaruh Kompetensi terhadap Indeks Kepuasan

Masyarakat

Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,284, nilai t-

statistic sebesar 3,421, dan p-value sebesar 0,001. Dengan demikian,

hipotesis kedua (H2) diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa
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kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks

kepuasan masyarakat. Hal ini berarti bahwa peningkatan kompetensi

aparatur secara langsung dapat meningkatkan kepuasan masyarakat,

meskipun pengaruhnya tidak sebesar pengaruh melalui layanan publik.

3. Hipotesis 3 (H3): Pengaruh Layanan Publik terhadap Indeks Kepuasan

Masyarakat

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,612,

nilai t-statistic sebesar 7,986, dan p-value sebesar 0,000. Karena

memenuhi kriteria signifikansi, maka hipotesis ketiga (H3) diterima. Hasil

ini menunjukkan bahwa layanan publik berpengaruh positif dan signifikan

terhadap indeks kepuasan masyarakat. Artinya, semakin baik kualitas

layanan publik yang diberikan, maka semakin tinggi tingkat kepuasan

masyarakat.

4.5.2.Hasil Pengujian Hipotesis Tidak Langsung (Mediasi)

Selain pengaruh langsung, penelitian ini juga menguji pengaruh tidak

langsung melalui variabel intervening, yaitu layanan publik. Pengujian mediasi

dilakukan untuk mengetahui apakah kompetensi aparatur dapat meningkatkan

kepuasan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan publik.

Tbael 4.18 Hasil Pengujian Hipotesis Tidak Langsung (Mediasi)

Hipotesis Hubungan Tidak
Langsung

Koefisien
Jalur (β)

t-
statistic

p-
value

Keputusan

H4 Kompetensi →
Layanan Publik →
Indeks Kepuasan
Masyarakat

0,469 6,972 0,000 Diterima

Analisis mediasi sangat penting dalam penelitian ini karena secara teoritis

kompetensi aparatur tidak selalu dirasakan secara langsung oleh masyarakat,

melainkan terlebih dahulu diwujudkan dalam bentuk kualitas pelayanan. Dengan

demikian, pengujian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme hubungan antar

variabel secara lebih komprehensif dan mendalam.
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1. Hipotesis 4 (H4): Peran Mediasi Layanan Publik

Berdasarkan hasil pengujian indirect effect, diperoleh nilai koefisien

jalur sebesar 0,469, nilai t-statistic sebesar 6,972, dan p-value sebesar

0,000. Dengan demikian, hipotesis keempat (H4) diterima. Hasil ini

menunjukkan bahwa layanan publik mampu memediasi pengaruh

kompetensi terhadap indeks kepuasan masyarakat secara signifikan.

Dengan kata lain, kompetensi aparatur akan lebih efektif dalam

meningkatkan kepuasan masyarakat apabila diwujudkan melalui

peningkatan kualitas layanan publik. Karena pengaruh langsung

kompetensi terhadap kepuasan masyarakat tetap signifikan, maka

mediasi yang terjadi adalah mediasi parsial (partial mediation).

4.5.3.Sintesis Hasil Pengujian Hipotesis

Setelah dilakukan pengujian terhadap seluruh hipotesis, langkah selanjutnya

adalah melakukan sintesis terhadap hasil penelitian secara keseluruhan. Sintesis

ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pola hubungan

antar variabel dalam model penelitian, sekaligus menegaskan apakah seluruh

hipotesis yang diajukan didukung oleh data empiris. Melalui sintesis ini, peneliti

dapat menyusun argumentasi yang lebih kuat terkait pentingnya kompetensi

aparatur dan kualitas layanan publik dalam meningkatkan kepuasan masyarakat.

Selain itu, bagian ini juga menjadi penghubung antara hasil statistik dengan

pembahasan teoritis yang akan dijelaskan pada subbab berikutnya. Secara

keseluruhan, seluruh hipotesis dalam penelitian ini diterima. Hasil ini

menunjukkan bahwa:

1. Kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap

layanan publik

2. Kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks

kepuasan masyarakat

3. Layanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks

kepuasan masyarakat

4. Layanan publik mampu memediasi pengaruh kompetensi terhadap

indeks kepuasan masyarakat
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Temuan ini menegaskan bahwa kompetensi aparatur merupakan faktor dasar

yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun

demikian, pengaruh kompetensi terhadap kepuasan masyarakat akan menjadi

lebih optimal apabila kompetensi tersebut diwujudkan melalui layanan publik

yang berkualitas.

4.5.4.Hipotesis

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menggunakan

pendekatan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Squares

(PLS), dapat disimpulkan bahwa seluruh hipotesis yang diajukan dalam penelitian

ini terbukti secara empiris dan dinyatakan diterima. Hasil tersebut menunjukkan

bahwa model penelitian yang dibangun memiliki dukungan statistik yang kuat

serta mampu menjelaskan hubungan kausal antar variabel kompetensi, layanan

publik, dan indeks kepuasan masyarakat dalam konteks pelayanan pembuatan

SKCK di Polrestabes Palembang.

Hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh

positif dan signifikan terhadap layanan publik terbukti diterima. Temuan ini

menunjukkan bahwa kompetensi aparatur merupakan faktor fundamental dalam

menentukan kualitas pelayanan publik. Aparatur yang memiliki kemampuan

teknis, pengetahuan prosedural, keterampilan komunikasi, serta profesionalisme

yang baik terbukti mampu memberikan pelayanan yang lebih efektif, responsif,

dan sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan demikian, peningkatan

kompetensi aparatur menjadi salah satu strategi utama dalam upaya meningkatkan

kualitas pelayanan publik.

Hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh

positif dan signifikan terhadap indeks kepuasan masyarakat juga terbukti diterima.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dapat secara langsung merasakan dampak

dari kompetensi aparatur melalui pengalaman pelayanan yang mereka terima.

Kompetensi aparatur yang baik menciptakan persepsi positif terhadap pelayanan,

sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kepuasan masyarakat.

Meskipun demikian, besarnya pengaruh langsung ini relatif lebih kecil

dibandingkan pengaruh tidak langsung melalui layanan publik.
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Hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa layanan publik berpengaruh

positif dan signifikan terhadap indeks kepuasan masyarakat juga terbukti diterima.

Temuan ini menegaskan bahwa kualitas layanan publik merupakan determinan

utama dalam membentuk tingkat kepuasan masyarakat. Pelayanan yang cepat,

tepat, transparan, ramah, dan didukung fasilitas yang memadai terbukti menjadi

faktor dominan yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pelayanan

SKCK.

Hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa layanan publik memediasi

pengaruh kompetensi terhadap indeks kepuasan masyarakat juga terbukti diterima.

Hasil ini menunjukkan bahwa layanan publik berfungsi sebagai mekanisme

penting yang menjembatani hubungan antara kompetensi aparatur dengan

kepuasan masyarakat. Kompetensi aparatur akan memberikan dampak yang lebih

besar terhadap kepuasan masyarakat apabila diwujudkan dalam bentuk pelayanan

publik yang berkualitas. Dengan demikian, layanan publik berperan sebagai

variabel intervening yang memperkuat hubungan tersebut.

Secara keseluruhan, hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa

kompetensi aparatur merupakan faktor input utama, layanan publik berperan

sebagai proses pelayanan, dan indeks kepuasan masyarakat menjadi output akhir

dari sistem pelayanan publik. Model ini menggambarkan bahwa peningkatan

kepuasan masyarakat tidak hanya bergantung pada kompetensi aparatur semata,

tetapi juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana kompetensi tersebut diterjemahkan

ke dalam kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Temuan penelitian ini memberikan implikasi penting bahwa upaya

peningkatan kualitas pelayanan publik di Polrestabes Palembang, khususnya pada

pelayanan pembuatan SKCK, harus dilakukan secara komprehensif melalui dua

pendekatan utama, yaitu peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur

dan perbaikan kualitas sistem pelayanan publik. Pengembangan kompetensi

melalui pelatihan, peningkatan kapasitas, penguatan profesionalisme, serta

pembenahan prosedur pelayanan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan

kepuasan masyarakat.

Selain memberikan kontribusi praktis, hasil pengujian hipotesis ini juga

memperkuat teori-teori sebelumnya yang menyatakan bahwa kompetensi sumber
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daya manusia dan kualitas layanan publik merupakan faktor utama dalam

meningkatkan kepuasan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya

memberikan bukti empiris dalam konteks pelayanan SKCK, tetapi juga

memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan ilmu administrasi

publik, manajemen pelayanan, dan kebijakan pelayanan publik.

Berdasarkan keseluruhan hasil tersebut, dapat ditegaskan bahwa model

penelitian ini berhasil menjelaskan secara komprehensif hubungan antara

kompetensi, layanan publik, dan indeks kepuasan masyarakat, serta menunjukkan

bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat

harus dimulai dari penguatan kompetensi aparatur sebagai pelaksana utama

pelayanan.

4.6. Pengujian Mediasi

Pengujian mediasi dilakukan untuk mengetahui apakah layanan publik

mampu menjadi variabel intervening dalam hubungan antara kompetensi dan

indeks kepuasan masyarakat. Dalam penelitian ini, pengujian mediasi dilakukan

melalui nilai specific indirect effect pada hasil bootstrapping SmartPLS. Pengaruh

mediasi dinyatakan signifikan apabila nilai t-statistic > 1,96 dan p-value < 0,05.

Tabel 4.19 Hasil Pengujian Mediasi

Hubungan Mediasi Koefisien
Indirect
Effect

t-
statistic

p-
value

Keterangan

Kompetensi → Layanan
Publik → Indeks Kepuasan
Masyarakat

0,469 6,972 0,000 Signifikan

Berdasarkan hasil pengujian di atas, diperoleh nilai koefisien indirect effect

sebesar 0,469, dengan nilai t-statistic sebesar 6,972 dan p-value sebesar 0,000.

Hasil ini menunjukkan bahwa layanan publik secara signifikan memediasi

pengaruh kompetensi terhadap indeks kepuasan masyarakat. Nilai koefisien yang

cukup besar juga menunjukkan bahwa jalur tidak langsung melalui layanan publik

memiliki kontribusi yang substansial dalam membentuk kepuasan masyarakat.
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Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kompetensi aparatur akan

lebih efektif dalam meningkatkan kepuasan masyarakat apabila kompetensi

tersebut diwujudkan melalui pelayanan publik yang berkualitas. Kompetensi

aparatur yang baik, seperti pengetahuan prosedural, keterampilan teknis,

kemampuan komunikasi, serta profesionalisme, akan meningkatkan kualitas

layanan publik dalam bentuk pelayanan yang lebih cepat, responsif, jelas, dan

terpercaya. Kualitas pelayanan inilah yang kemudian secara nyata dirasakan oleh

masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan kepuasan mereka.

Karena pengaruh langsung kompetensi terhadap kepuasan masyarakat juga

tetap signifikan, maka bentuk mediasi yang terjadi adalah mediasi parsial (partial

mediation). Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur tetap memiliki

pengaruh langsung terhadap kepuasan masyarakat, namun pengaruh tersebut

menjadi lebih kuat ketika didukung oleh kualitas layanan publik yang baik.

Secara teoritis, hasil ini memperkuat konsep bahwa dalam sistem pelayanan

publik, kompetensi aparatur berperan sebagai input, layanan publik sebagai proses,

dan kepuasan masyarakat sebagai output akhir. Dengan demikian, layanan publik

berfungsi sebagai mekanisme strategis yang menghubungkan kompetensi aparatur

dengan kepuasan masyarakat.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas

pelayanan publik merupakan strategi kunci dalam mengoptimalkan pengaruh

kompetensi aparatur terhadap kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, Polrestabes

Palembang tidak hanya perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia,

tetapi juga harus memastikan bahwa kompetensi tersebut diimplementasikan

secara efektif dalam sistem pelayanan publik agar mampu menghasilkan kepuasan

masyarakat yang lebih tinggi.

4.7. Pembahasan

Pembahasan penelitian merupakan tahapan interpretatif yang bertujuan

untuk menjelaskan secara ilmiah hasil analisis empiris yang telah diperoleh

melalui pengujian model struktural menggunakan SEM-PLS. Pada bagian ini,

hasil statistik tidak hanya dipaparkan sebagai temuan numerik, tetapi dianalisis

secara mendalam dengan mengaitkannya pada tujuan penelitian, teori yang
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mendasari, penelitian terdahulu, serta kondisi empiris pelayanan pembuatan Surat

Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polrestabes Palembang.

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh

kompetensi aparatur terhadap indeks kepuasan masyarakat dengan layanan publik

sebagai variabel intervening. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, seluruh

hubungan antar variabel terbukti positif dan signifikan. Temuan ini menunjukkan

bahwa kompetensi aparatur merupakan faktor fundamental dalam meningkatkan

kualitas layanan publik, yang selanjutnya berimplikasi pada peningkatan indeks

kepuasan masyarakat.

Dengan demikian, pembahasan ini disusun berdasarkan tujuan khusus

penelitian, yaitu:

1. menganalisis pengaruh kompetensi terhadap layanan publik

2. menganalisis pengaruh kompetensi terhadap indeks kepuasan

masyarakat

3. menganalisis pengaruh layanan publik terhadap indeks kepuasan

masyarakat

4. menganalisis peran mediasi layanan publik.

4.7.1.Pengaruh Kompetensi Terhadap Layanan Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh

positif dan signifikan terhadap layanan publik pada pelayanan pembuatan SKCK

di Polrestabes Palembang. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi

kompetensi yang dimiliki aparatur, maka semakin baik pula kualitas pelayanan

publik yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam perspektif teori Spencer & Spencer, kompetensi merupakan

karakteristik dasar individu yang terdiri atas pengetahuan, keterampilan, motif,

konsep diri, serta perilaku yang secara langsung memengaruhi efektivitas kinerja.

Dalam konteks pelayanan publik, kompetensi aparatur mencakup kemampuan

memahami prosedur administrasi, keterampilan teknis pelayanan, kemampuan

komunikasi interpersonal, profesionalisme, dan etika pelayanan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur menjadi

fondasi utama dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas. Aparatur

 



89

yang kompeten mampu memberikan informasi secara jelas, menyelesaikan proses

administrasi secara akurat, merespons kebutuhan masyarakat secara cepat, serta

menunjukkan perilaku profesional dalam interaksi pelayanan. Pada pelayanan

SKCK, kompetensi tersebut sangat penting karena layanan bersifat administratif,

formal, dan membutuhkan ketelitian tinggi.

Secara empiris, hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang

menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia aparatur berkontribusi besar

terhadap kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi

aparatur melalui pendidikan, pelatihan teknis, penguatan komunikasi pelayanan,

dan peningkatan profesionalisme menjadi strategi utama dalam reformasi

pelayanan publik.

4.7.2.Pengaruh Kompetensi terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh

positif dan signifikan terhadap indeks kepuasan masyarakat. Temuan ini

menegaskan bahwa kompetensi aparatur tidak hanya berperan dalam

meningkatkan sistem pelayanan, tetapi juga mampu memengaruhi persepsi

masyarakat secara langsung terhadap pelayanan yang diterima.

Masyarakat sebagai pengguna layanan menilai kualitas pelayanan

berdasarkan pengalaman interaksi langsung dengan aparatur. Kompetensi yang

tercermin melalui kemampuan teknis, keramahan, kecepatan pelayanan, kejelasan

informasi, dan profesionalisme memberikan pengalaman pelayanan yang lebih

positif bagi masyarakat. Dengan demikian, aparatur yang kompeten secara

langsung mampu meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat.

Namun demikian, besarnya pengaruh langsung kompetensi terhadap

kepuasan masyarakat relatif lebih kecil dibandingkan jalur mediasi melalui

layanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat dapat

merasakan manfaat langsung dari kompetensi aparatur, pengaruh tersebut akan

menjadi lebih optimal apabila kompetensi diwujudkan dalam sistem pelayanan

yang berkualitas. Temuan ini mendukung teori kepuasan masyarakat yang

menyatakan bahwa kepuasan merupakan hasil evaluasi masyarakat terhadap

pengalaman layanan yang diterima dibandingkan dengan harapan awal mereka.

4.7.3.Pengaruh Layanan Publik terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan publik berpengaruh positif

dan signifikan terhadap indeks kepuasan masyarakat. Temuan ini menegaskan

bahwa kualitas pelayanan merupakan faktor dominan dalam membentuk persepsi

masyarakat terhadap pelayanan publik.

Berdasarkan teori SERVQUAL Parasuraman, kualitas pelayanan publik

dibentuk oleh reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangibles.

Dalam konteks pelayanan SKCK, masyarakat menilai kepuasan mereka

berdasarkan kecepatan pelayanan, kejelasan prosedur, kenyamanan fasilitas,

keramahan petugas, serta ketepatan hasil pelayanan.

Koefisien pengaruh layanan publik terhadap kepuasan masyarakat yang

relatif tinggi menunjukkan bahwa pengalaman pelayanan nyata menjadi faktor

utama dalam menentukan kepuasan masyarakat. Dengan kata lain, meskipun

kompetensi aparatur penting, masyarakat lebih menilai kualitas pelayanan dari

bagaimana pelayanan tersebut diwujudkan dalam praktik sehari-hari.

Temuan ini menunjukkan bahwa reformasi pelayanan publik harus

difokuskan pada peningkatan kualitas sistem pelayanan secara menyeluruh,

termasuk prosedur, fasilitas, kecepatan, transparansi, dan orientasi pelayanan

kepada masyarakat.

4.7.4.Peran Mediasi Layanan Publik dalam Hubungan Kompetensi terhadap

Kepuasan Masyarakat

Hasil pengujian mediasi menunjukkan bahwa layanan publik terbukti

mampu memediasi pengaruh kompetensi terhadap indeks kepuasan masyarakat

secara signifikan. Temuan ini memiliki makna bahwa kompetensi aparatur akan

memberikan dampak yang lebih besar terhadap kepuasan masyarakat apabila

diwujudkan melalui pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam model ini, kompetensi aparatur berfungsi sebagai input utama,

layanan publik sebagai proses transformasi, dan kepuasan masyarakat sebagai

output akhir. Dengan demikian, layanan publik menjadi mekanisme strategis yang

menghubungkan kemampuan aparatur dengan pengalaman pelayanan masyarakat.

Mediasi parsial yang ditemukan menunjukkan bahwa kompetensi tetap

memiliki pengaruh langsung, namun pengaruh tersebut menjadi jauh lebih kuat

melalui layanan publik. Artinya, peningkatan kompetensi aparatur harus selalu
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diikuti dengan perbaikan sistem pelayanan agar dapat menghasilkan kepuasan

masyarakat yang optimal.

4.7.5. Implikasi Penelitian terhadap Tujuan Penelitian

Berdasarkan seluruh hasil penelitian, dapat ditegaskan bahwa seluruh tujuan

penelitian telah tercapai secara empiris:

1. Kompetensi terbukti meningkatkan layanan publik.

2. Kompetensi terbukti meningkatkan kepuasan masyarakat.

3. Layanan publik terbukti meningkatkan kepuasan masyarakat.

4. Layanan publik terbukti memediasi hubungan kompetensi dan kepuasan

masyarakat.

Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa peningkatan kualitas pelayanan

publik harus dilakukan melalui pendekatan terintegrasi antara penguatan

kompetensi sumber daya manusia aparatur dan pembenahan sistem pelayanan.

4.7.6. Implikasi Teoritis dan Praktis

Hasil penelitian yang telah diperoleh tidak hanya memberikan jawaban

empiris terhadap rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan, tetapi juga

memiliki implikasi yang lebih luas baik dalam ranah teoritis maupun praktis.

Implikasi teoritis berkaitan dengan kontribusi penelitian terhadap pengembangan

ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik, manajemen

sumber daya manusia, dan pelayanan publik. Sementara itu, implikasi praktis

berkaitan dengan manfaat hasil penelitian bagi institusi terkait, khususnya dalam

upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kompetensi

aparatur dan perbaikan sistem pelayanan.

Dalam konteks akademik, penelitian ini memberikan penguatan terhadap

teori-teori yang menjelaskan hubungan antara kompetensi, kualitas layanan publik,

dan kepuasan masyarakat, sekaligus memberikan bukti empiris mengenai

pentingnya layanan publik sebagai variabel intervening. Adapun dalam konteks

praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan strategis bagi

Polrestabes Palembang dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas

pelayanan SKCK yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada masyarakat.
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Dengan demikian, implikasi penelitian ini tidak hanya berhenti pada aspek

konseptual, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan sistem

pelayanan publik yang lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan

masyarakat.

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memperkuat teori kompetensi, teori kualitas pelayanan

publik, dan teori kepuasan masyarakat dengan menunjukkan bahwa

ketiga variabel memiliki hubungan sistemik. Penelitian ini juga

memberikan kontribusi baru melalui pembuktian empiris bahwa layanan

publik berfungsi sebagai variabel intervening yang signifikan.

2. Implikasi Praktis

Bagi Polrestabes Palembang, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya:

1. Peningkatan pelatihan kompetensi aparatur

2. Penguatan profesionalisme pelayanan

3. Peningkatan kualitas fasilitas pelayanan

4. Penyederhanaan prosedur administrasi

5. Percepatan waktu pelayanan

6. Evaluasi kepuasan masyarakat secara berkala

Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi aparatur

memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan

kepuasan masyarakat. Layanan publik berfungsi sebagai faktor kunci yang

mentransformasikan kompetensi menjadi kepuasan masyarakat secara lebih

efektif.

Dengan demikian, peningkatan indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan

pembuatan SKCK di Polrestabes Palembang memerlukan strategi komprehensif

yang mencakup peningkatan kompetensi aparatur sekaligus reformasi kualitas

pelayanan publik secara berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa pelayanan

publik yang unggul hanya dapat diwujudkan melalui integrasi antara sumber daya

manusia yang kompeten dan sistem pelayanan yang berkualitas.
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BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh

kompetensi terhadap indeks kepuasan masyarakat dengan layanan publik sebagai

variabel intervening pada pelayanan pembuatan Surat Keterangan Catatan

Kepolisian (SKCK) di Polrestabes Palembang, maka dapat ditarik beberapa

kesimpulan sebagai berikut:

1. Kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap

layanan publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur yang meliputi

pengetahuan, keterampilan teknis, kemampuan komunikasi, sikap

pelayanan, serta profesionalisme kerja memiliki pengaruh yang kuat

terhadap kualitas layanan publik. Semakin tinggi kompetensi aparatur,

maka semakin baik pula kualitas pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa kompetensi merupakan

fondasi utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif,

efisien, dan responsif. Dalam konteks pelayanan SKCK, aparatur yang

kompeten mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, akurat,

informatif, serta memberikan rasa percaya kepada masyarakat.

2. Kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap

indeks kepuasan masyarakat.

Penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi aparatur juga memiliki

pengaruh langsung terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Aparatur

yang memiliki kemampuan profesional dan interpersonal yang baik

mampu menciptakan pengalaman pelayanan yang lebih positif bagi

masyarakat. Dengan demikian, peningkatan kompetensi aparatur secara
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langsung dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap kualitas

pelayanan yang diterima.

3. Layanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks

kepuasan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan publik merupakan

faktor dominan dalam meningkatkan indeks kepuasan masyarakat.

Dimensi layanan seperti kecepatan pelayanan, kejelasan prosedur,

transparansi, keramahan petugas, dan fasilitas pelayanan menjadi aspek

utama yang dinilai masyarakat. Semakin baik kualitas layanan publik,

maka semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

pembuatan SKCK.

4. Layanan publik terbukti memediasi pengaruh kompetensi terhadap

indeks kepuasan masyarakat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa layanan publik berperan sebagai

variabel intervening yang signifikan dalam hubungan antara kompetensi

aparatur dan indeks kepuasan masyarakat. Kompetensi aparatur akan

memberikan dampak yang lebih optimal terhadap kepuasan masyarakat

apabila diwujudkan melalui kualitas layanan publik yang baik. Dengan

demikian, peningkatan kompetensi aparatur harus selalu diikuti oleh

pembenahan sistem pelayanan agar mampu menghasilkan kepuasan

masyarakat yang maksimal.

5. Model penelitian terbukti valid secara empiris.

Seluruh hipotesis dalam penelitian ini diterima, sehingga model yang

dibangun berhasil menjelaskan hubungan sistemik antara kompetensi

aparatur sebagai input, layanan publik sebagai proses, dan indeks

kepuasan masyarakat sebagai output. Model ini menegaskan bahwa

peningkatan kualitas pelayanan publik memerlukan pendekatan

terintegrasi antara penguatan sumber daya manusia dan reformasi sistem

pelayanan.
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5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti

memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan

bagi pihak terkait, khususnya Polrestabes Palembang, maupun bagi penelitian

selanjutnya.

A. Saran Praktis

1. Peningkatan Kompetensi Aparatur

Polrestabes Palembang perlu terus meningkatkan kompetensi aparatur

melalui program pelatihan dan pengembangan kapasitas yang

berkelanjutan, baik dalam aspek teknis pelayanan, komunikasi publik,

penggunaan teknologi pelayanan, maupun penguatan etika dan

profesionalisme kerja. Peningkatan kompetensi ini penting untuk

memastikan bahwa aparatur mampu memberikan pelayanan yang

semakin berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Perbaikan Kualitas Layanan Publik

Institusi perlu melakukan evaluasi dan pembenahan berkelanjutan

terhadap sistem pelayanan pembuatan SKCK, termasuk:

1. Penyederhanaan prosedur pelayanan,

2. Peningkatan kecepatan pelayanan,

3. Perbaikan fasilitas pelayanan,

4. Peningkatan kenyamanan ruang tunggu,

5. Optimalisasi sistem antrean,

6. Transparansi informasi dan biaya,

7. Pemanfaatan teknologi digital.

Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pelayanan

masyarakat secara menyeluruh.

3. Evaluasi Kepuasan Masyarakat Secara Berkala

Polrestabes Palembang disarankan untuk melakukan survei indeks

kepuasan masyarakat secara berkala sebagai instrumen evaluasi

pelayanan. Melalui evaluasi yang berkelanjutan, institusi dapat

mengidentifikasi aspek pelayanan yang masih perlu diperbaiki serta

merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
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4. Penguatan Reformasi Pelayanan Publik

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi pelayanan publik

harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya berfokus pada

prosedur administratif, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia

sebagai pelaksana utama pelayanan.

B. Saran Akademik

1. Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain

yang berpotensi memengaruhi indeks kepuasan masyarakat, seperti:

1. Fasilitas pelayanan,

2. Pemanfaatan teknologi informasi

3. Budaya organisasi,

4. Kepemimpinan,

5. Inovasi pelayanan.

Dengan demikian, model penelitian dapat menjadi lebih komprehensif.

2. Perluasan Objek Penelitian

Penelitian selanjutnya juga dapat dilakukan pada jenis pelayanan

publik lainnya atau pada institusi yang berbeda agar diperoleh

perbandingan yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang

memengaruhi kepuasan masyarakat.

3. Penggunaan Pendekatan Metode Campuran

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, penelitian

selanjutnya dapat menggunakan pendekatan mixed methods dengan

mengombinasikan data kuantitatif dan kualitatif.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan,

antara lain:

1. Penelitian hanya dilakukan pada pelayanan pembuatan SKCK di

Polrestabes Palembang sehingga generalisasi hasil penelitian masih

terbatas.
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2. Variabel penelitian hanya mencakup kompetensi, layanan publik, dan

indeks kepuasan masyarakat, sehingga masih terdapat kemungkinan

variabel lain yang memengaruhi kepuasan masyarakat.

3. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang bergantung

pada persepsi subjektif responden.

4. Penelitian menggunakan pendekatan cross-sectional sehingga belum

mampu menggambarkan perubahan persepsi masyarakat dalam jangka

panjang.

Meskipun demikian, penelitian ini tetap memberikan kontribusi yang

signifikan baik secara teoritis maupun praktis.

5.4. Penutup Akhir

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas

pelayanan publik pada pelayanan pembuatan SKCK di Polrestabes Palembang

sangat bergantung pada kompetensi aparatur dan efektivitas layanan publik yang

diberikan. Kompetensi aparatur yang tinggi akan menghasilkan kualitas pelayanan

yang lebih baik, dan kualitas pelayanan yang optimal pada akhirnya akan

meningkatkan indeks kepuasan masyarakat.

Temuan ini menunjukkan bahwa pelayanan publik yang unggul hanya dapat

diwujudkan melalui integrasi antara sumber daya manusia yang kompeten, sistem

pelayanan yang berkualitas, dan orientasi pelayanan yang berpusat pada

masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik harus menjadi

komitmen berkelanjutan dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang profesional,

modern, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

nyata bagi pengembangan ilmu administrasi publik serta menjadi referensi

strategis bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia.
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Abstrak

Pelayanan publik merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas
penyelenggaraan pemerintahan. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kompetensi aparatur sebagai
pelaksana pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh
kompetensi terhadap indeks kepuasan masyarakat dengan layanan publik sebagai
variabel intervening pada pelayanan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
(SKCK) di Polrestabes Palembang. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif
dengan metode explanatory research. Populasi penelitian adalah masyarakat yang
melakukan pengurusan SKCK di Polrestabes Palembang dengan jumlah sampel
sebanyak 150 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data
dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert lima poin dan
dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares
(SEM-PLS) melalui aplikasi SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap layanan publik.
Kompetensi juga berpengaruh positif terhadap indeks kepuasan masyarakat. Selain itu,
layanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks kepuasan
masyarakat. Pengujian mediasi membuktikan bahwa layanan publik mampu
memediasi pengaruh kompetensi terhadap indeks kepuasan masyarakat secara
signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi aparatur akan
lebih efektif dalam meningkatkan kepuasan masyarakat apabila diwujudkan melalui
pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi sumber
daya manusia dan perbaikan sistem pelayanan publik perlu menjadi prioritas dalam
meningkatkan kualitas pelayanan SKCK di Polrestabes Palembang.

Kata kunci: Kompetensi, Layanan Publik, Kepuasan Masyarakat, SKCK, SEM-PLS.
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Pendahuluan

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama organisasi sektor publik dalam

memenuhi kebutuhan masyarakat. Keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik

tidak hanya diukur dari tersedianya suatu layanan, tetapi juga dari kemampuan

organisasi dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan

mampu memenuhi harapan masyarakat. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan yang diberikan menjadi salah satu indikator keberhasilan reformasi

birokrasi sekaligus ukuran kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh instansi

pemerintah.

Di Indonesia, penyelenggaraan pelayanan publik telah diatur melalui Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan bahwa setiap

penyelenggara pelayanan wajib memberikan pelayanan yang berkualitas, profesional,

mudah diakses, cepat, serta memberikan kepastian kepada masyarakat. Salah satu

bentuk pelayanan administratif yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik

Indonesia adalah pelayanan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Dokumen tersebut memiliki peranan penting dalam berbagai keperluan masyarakat,

seperti melamar pekerjaan, melanjutkan pendidikan, mengikuti seleksi pegawai,

hingga memenuhi persyaratan administrasi lainnya.

Pelayanan pembuatan SKCK menuntut aparatur kepolisian untuk mampu memberikan

pelayanan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Proses

pelayanan tersebut melibatkan interaksi langsung antara petugas dengan masyarakat

sehingga kualitas pelayanan sangat dipengaruhi oleh kemampuan petugas dalam

menjalankan tugasnya. Kompetensi aparatur menjadi salah satu faktor utama yang

menentukan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik. Aparatur yang memiliki

pengetahuan, keterampilan, kemampuan komunikasi, serta profesionalisme yang

 



tinggi akan mampu memberikan pelayanan secara optimal sehingga dapat

meningkatkan kepuasan masyarakat.

Menurut Spencer dan Spencer (1993), kompetensi merupakan karakteristik dasar

individu yang berkaitan secara langsung dengan efektivitas dan kinerja seseorang

dalam melaksanakan pekerjaannya. Kompetensi tidak hanya mencakup kemampuan

teknis, tetapi juga meliputi sikap, perilaku, serta kemampuan interpersonal yang

mendukung terciptanya pelayanan berkualitas. Dalam konteks pelayanan publik,

kompetensi aparatur menjadi modal utama dalam menghasilkan pelayanan yang cepat,

tepat, ramah, dan sesuai dengan standar operasional yang berlaku.

Selain kompetensi aparatur, kualitas layanan publik juga menjadi faktor yang sangat

menentukan tingkat kepuasan masyarakat. Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988)

menjelaskan bahwa kualitas pelayanan terdiri atas lima dimensi utama, yaitu

reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangibles. Kelima dimensi

tersebut menjadi dasar bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan yang

diterima. Apabila pelayanan yang diberikan mampu memenuhi atau bahkan melebihi

harapan masyarakat, maka akan tercipta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

tersebut.

Dalam konteks pelayanan SKCK di Polrestabes Palembang, kualitas pelayanan

menjadi perhatian penting mengingat tingginya kebutuhan masyarakat terhadap

dokumen tersebut. Kecepatan pelayanan, ketepatan prosedur, keramahan petugas,

kejelasan informasi, kenyamanan fasilitas pelayanan, serta transparansi biaya menjadi

aspek-aspek yang secara langsung memengaruhi persepsi masyarakat terhadap

kualitas pelayanan yang diberikan.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kompetensi aparatur memiliki

hubungan positif dengan kualitas pelayanan publik, sedangkan kualitas pelayanan

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Namun demikian, penelitian

yang secara khusus menguji peran layanan publik sebagai variabel intervening dalam

hubungan antara kompetensi aparatur dan indeks kepuasan masyarakat pada

pelayanan SKCK masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian hanya menguji

pengaruh langsung antara kompetensi terhadap pelayanan atau pelayanan terhadap

 



kepuasan masyarakat tanpa mengkaji mekanisme hubungan tersebut secara lebih

komprehensif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh

kompetensi terhadap indeks kepuasan masyarakat melalui layanan publik sebagai

variabel intervening pada pelayanan pembuatan SKCK di Polrestabes Palembang.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam

pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia dan administrasi publik,

sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi institusi kepolisian dalam

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode explanatory

research yang bertujuan untuk menguji hubungan kausal antarvariabel, yaitu

kompetensi sebagai variabel independen, layanan publik sebagai variabel intervening,

dan indeks kepuasan masyarakat sebagai variabel dependen. Pendekatan kuantitatif

dipilih karena mampu memberikan gambaran empiris mengenai pengaruh

antarvariabel melalui analisis statistik yang objektif dan terukur.

Objek penelitian adalah pelayanan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

(SKCK) pada Polrestabes Palembang. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada

tingginya intensitas pelayanan administrasi kepolisian kepada masyarakat serta

pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari reformasi

birokrasi di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

Populasi penelitian adalah seluruh masyarakat yang melakukan pengurusan SKCK di

Polrestabes Palembang selama periode penelitian. Mengingat jumlah populasi yang

terus berubah setiap hari, penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan teknik

purposive sampling, yaitu memilih responden berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria

responden meliputi masyarakat yang telah memperoleh pelayanan pembuatan SKCK

dan bersedia mengisi kuesioner penelitian. Berdasarkan pertimbangan analisis

Structural Equation Modeling (SEM), jumlah sampel yang digunakan sebanyak 150

 



responden, yang telah memenuhi ketentuan minimal analisis SEM berbasis Partial

Least Squares (PLS).

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala

Likert lima tingkat, mulai dari skor 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan skor 5

(sangat setuju). Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator masing-masing

variabel yang telah dikembangkan dari teori-teori terdahulu. Variabel kompetensi

diukur melalui indikator pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, kemampuan

komunikasi, dan profesionalisme aparatur. Variabel layanan publik diukur

berdasarkan kejelasan prosedur, kemudahan persyaratan, kecepatan pelayanan,

ketepatan waktu, keramahan petugas, kenyamanan fasilitas, serta transparansi biaya.

Sementara itu, variabel indeks kepuasan masyarakat diukur melalui kepuasan

terhadap prosedur pelayanan, waktu pelayanan, perilaku petugas, hasil pelayanan, dan

kepuasan secara keseluruhan.

Selain kuesioner, penelitian juga menggunakan observasi lapangan dan dokumentasi

sebagai teknik pendukung untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi pelayanan

SKCK di Polrestabes Palembang. Observasi dilakukan terhadap proses pelayanan

mulai dari pendaftaran hingga penerbitan SKCK, sedangkan dokumentasi diperoleh

dari data institusi, literatur, serta dokumen pendukung lainnya.

Analisis data dilakukan menggunakan metode Structural Equation Modeling berbasis

Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Metode

SEM-PLS dipilih karena mampu menguji hubungan langsung maupun tidak langsung

antarvariabel sekaligus mengakomodasi model penelitian yang melibatkan variabel

mediasi. Analisis dilakukan melalui dua tahapan utama, yaitu evaluasi model

pengukuran (outer model) dan evaluasi model struktural (inner model).

Evaluasi outer model bertujuan untuk menguji validitas dan reliabilitas konstruk

penelitian melalui pengujian nilai outer loading, Average Variance Extracted (AVE),

Composite Reliability, Cronbach's Alpha, serta Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT).

Indikator dinyatakan valid apabila memiliki nilai outer loading di atas 0,70 dan nilai

AVE lebih besar dari 0,50. Reliabilitas konstruk dinyatakan baik apabila nilai

Composite Reliability dan Cronbach's Alpha melebihi 0,70.

 



Selanjutnya dilakukan evaluasi inner model untuk mengetahui kemampuan model

dalam menjelaskan hubungan antarvariabel. Pengujian dilakukan melalui analisis nilai

R-Square, Effect Size (f²), dan Predictive Relevance (Q²). Pengujian hipotesis

menggunakan teknik Bootstrapping dengan 5.000 subsamples. Hipotesis dinyatakan

diterima apabila nilai t-statistic > 1,96, p-value < 0,05, dan koefisien jalur

menunjukkan arah hubungan yang sesuai dengan hipotesis penelitian.

Pengujian mediasi dilakukan dengan menganalisis pengaruh tidak langsung

kompetensi terhadap indeks kepuasan masyarakat melalui layanan publik. Peran

mediasi dinyatakan signifikan apabila nilai specific indirect effect memiliki nilai p-

value kurang dari 0,05. Hasil pengujian tersebut menjadi dasar dalam menjelaskan

mekanisme hubungan antara kompetensi aparatur, kualitas layanan publik, dan

kepuasan masyarakat pada pelayanan pembuatan SKCK di Polrestabes Palembang.

Hasil dan Pembahasan

3.1 Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 150 responden yang merupakan masyarakat pengguna

layanan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polrestabes

Palembang. Responden dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan

kriteria telah memperoleh pelayanan secara langsung dan bersedia mengisi kuesioner

penelitian.

Berdasarkan karakteristik responden, sebagian besar pengguna layanan berada pada

usia produktif, yaitu antara 20–35 tahun. Kelompok usia tersebut mendominasi karena

kebutuhan SKCK umumnya digunakan sebagai persyaratan melamar pekerjaan,

mengikuti seleksi aparatur sipil negara, pendidikan lanjutan, maupun kepentingan

administrasi lainnya. Dari sisi pendidikan, mayoritas responden merupakan lulusan

SMA dan perguruan tinggi yang telah memiliki pemahaman cukup baik mengenai

kualitas pelayanan publik sehingga mampu memberikan penilaian secara objektif

terhadap pelayanan yang diterima.

 



Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa responden merupakan kelompok

masyarakat yang sering berinteraksi dengan pelayanan administrasi kepolisian

sehingga persepsi yang diberikan mencerminkan kondisi pelayanan yang sebenarnya.

3.2 Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Tahapan pertama dalam analisis SEM-PLS adalah mengevaluasi model pengukuran

(outer model) untuk memastikan bahwa seluruh indikator mampu mengukur konstruk

penelitian secara valid dan reliabel.

Hasil pengujian validitas konvergen menunjukkan seluruh indikator memiliki nilai

outer loading di atas batas minimal 0,70 sehingga seluruh indikator dinyatakan valid

dalam merepresentasikan variabel kompetensi, layanan publik, dan indeks kepuasan

masyarakat.

Selanjutnya, pengujian Average Variance Extracted (AVE) memperlihatkan seluruh

konstruk memiliki nilai lebih besar dari 0,50. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

masing-masing variabel mampu menjelaskan lebih dari 50 persen varians indikator

penyusunnya sehingga memenuhi syarat validitas konvergen.

Pengujian reliabilitas melalui Composite Reliability dan Cronbach's Alpha juga

menunjukkan nilai di atas 0,70 sehingga seluruh variabel penelitian memiliki tingkat

konsistensi internal yang sangat baik. Dengan demikian instrumen penelitian layak

digunakan pada tahap pengujian model struktural.

Selain itu, pengujian validitas diskriminan menggunakan metode HTMT

memperlihatkan bahwa seluruh konstruk memiliki nilai di bawah batas yang

dipersyaratkan sehingga masing-masing variabel mampu dibedakan secara jelas dan

tidak terjadi tumpang tindih antar konstruk penelitian.

Secara keseluruhan hasil evaluasi outer model menunjukkan bahwa instrumen

penelitian memenuhi seluruh persyaratan validitas dan reliabilitas sehingga model

penelitian dapat dilanjutkan pada tahap pengujian hubungan antarvariabel.

3.3 Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

 



Evaluasi model struktural dilakukan untuk mengetahui kemampuan model dalam

menjelaskan hubungan antara kompetensi, layanan publik, dan indeks kepuasan

masyarakat.

Nilai koefisien determinasi (R²) menunjukkan bahwa kompetensi mampu

menjelaskan variasi layanan publik dalam kategori sedang hingga kuat. Sementara itu,

kombinasi kompetensi dan layanan publik mampu menjelaskan sebagian besar variasi

indeks kepuasan masyarakat.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan prediktif

yang baik dalam menjelaskan fenomena pelayanan SKCK di Polrestabes Palembang.

Pengujian Predictive Relevance (Q²) menghasilkan nilai positif sehingga model

memiliki kemampuan prediksi yang baik terhadap variabel endogen. Selanjutnya nilai

Effect Size (f²) menunjukkan bahwa kompetensi memiliki kontribusi yang cukup

besar terhadap peningkatan kualitas layanan publik, sedangkan layanan publik

memberikan kontribusi yang kuat terhadap peningkatan kepuasan masyarakat.

3.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan metode Bootstrapping pada SmartPLS

dengan 5.000 subsamples. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh hipotesis

penelitian diterima karena memiliki nilai t-statistic lebih besar dari 1,96 dan p-value

kurang dari 0,05.

Pengaruh Kompetensi terhadap Layanan Publik

Hasil penelitian membuktikan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kualitas layanan publik. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin

tinggi kemampuan aparatur dalam memahami prosedur pelayanan, memiliki

keterampilan teknis, kemampuan komunikasi, serta profesionalisme, maka semakin

baik pula kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat.

Kompetensi aparatur merupakan modal utama dalam menciptakan pelayanan yang

cepat, tepat, akurat, dan responsif. Aparatur yang memahami prosedur pelayanan

 



secara baik mampu meminimalkan kesalahan administrasi serta mempercepat proses

penerbitan SKCK.

Hasil penelitian ini mendukung teori Spencer dan Spencer yang menyatakan bahwa

kompetensi merupakan faktor utama pembentuk kinerja individu dalam organisasi.

Pengaruh Kompetensi terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat

Pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan

signifikan terhadap indeks kepuasan masyarakat.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menilai hasil akhir

pelayanan, tetapi juga memperhatikan kualitas interaksi antara petugas dan pengguna

layanan.

Petugas yang ramah, profesional, komunikatif, serta mampu memberikan solusi

terhadap permasalahan masyarakat akan menciptakan pengalaman pelayanan yang

lebih baik sehingga meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan konsep pelayanan prima yang menempatkan sumber daya

manusia sebagai faktor utama keberhasilan organisasi sektor publik.

Pengaruh Layanan Publik terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan publik memiliki pengaruh positif dan

signifikan terhadap indeks kepuasan masyarakat. Artinya semakin baik kualitas

pelayanan yang diterima masyarakat, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang

dirasakan.Kecepatan pelayanan, kejelasan prosedur, kenyamanan fasilitas pelayanan,

transparansi biaya, serta keramahan petugas menjadi faktor-faktor yang paling banyak

memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan SKCK.

Temuan ini konsisten dengan model SERVQUAL yang menyatakan bahwa kualitas

pelayanan merupakan determinan utama kepuasan pelanggan.

 



3.5 Pengujian Mediasi

Analisis pengaruh tidak langsung menunjukkan bahwa layanan publik mampu

memediasi pengaruh kompetensi terhadap indeks kepuasan masyarakat secara

signifikan.Hasil tersebut menjelaskan bahwa kompetensi aparatur tidak secara

otomatis meningkatkan kepuasan masyarakat apabila tidak diwujudkan melalui

pelayanan yang berkualitas.

Kompetensi aparatur terlebih dahulu menghasilkan pelayanan yang lebih baik,

kemudian pelayanan tersebut membentuk persepsi positif masyarakat sehingga

meningkatkan kepuasan.

Dengan demikian layanan publik berfungsi sebagai mekanisme yang menjembatani

hubungan antara kompetensi aparatur dengan kepuasan masyarakat.

3.6 Pembahasan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kompetensi aparatur merupakan fondasi

utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Aparatur yang memiliki

pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, kemampuan komunikasi, serta

tanggung jawab yang tinggi mampu menghasilkan pelayanan yang lebih efektif.

Dalam pelayanan SKCK, kompetensi tersebut tercermin melalui kemampuan petugas

dalam memberikan informasi secara jelas, memproses dokumen secara cepat,

memberikan pelayanan sesuai prosedur, serta menjaga sikap profesional selama

berinteraksi dengan masyarakat.

Temuan penelitian juga memperkuat teori kualitas pelayanan yang dikembangkan

Parasuraman, Zeithaml, dan Berry, yang menjelaskan bahwa kualitas pelayanan

dibangun melalui keandalan pelayanan, daya tanggap, jaminan pelayanan, empati,

serta bukti fisik pelayanan. Kelima dimensi tersebut terbukti mampu meningkatkan

persepsi positif masyarakat terhadap pelayanan publik.

 



Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori

administrasi publik dengan membuktikan bahwa kualitas pelayanan merupakan

variabel mediasi yang memperkuat hubungan antara kompetensi aparatur dan

kepuasan masyarakat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi

aparatur harus disertai dengan pembenahan sistem pelayanan agar manfaat

kompetensi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Implikasi praktis penelitian ini adalah perlunya peningkatan kompetensi aparatur

melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, penguatan budaya pelayanan

prima, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penyederhanaan prosedur

pelayanan, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik. Melalui

langkah tersebut diharapkan kualitas pelayanan SKCK semakin meningkat sehingga

mampu meningkatkan indeks kepuasan masyarakat secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi terhadap indeks

kepuasan masyarakat dengan layanan publik sebagai variabel intervening pada

pelayanan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polrestabes

Palembang. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode Structural Equation

Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS), diperoleh beberapa kesimpulan.

Pertama, kompetensi aparatur terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap

layanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi yang

dimiliki aparatur, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, kemampuan komunikasi,

sikap kerja, maupun profesionalisme, maka semakin baik kualitas pelayanan yang

diberikan kepada masyarakat. Kompetensi menjadi faktor utama yang menentukan

efektivitas proses pelayanan administrasi kepolisian.

Kedua, kompetensi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks kepuasan

masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat memberikan penilaian

positif terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparatur yang memiliki kompetensi

tinggi. Profesionalisme petugas, kemampuan memberikan informasi yang jelas, serta

 



sikap ramah dan responsif menjadi faktor penting dalam membangun kepuasan

masyarakat.

Ketiga, layanan publik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks

kepuasan masyarakat. Semakin baik kualitas pelayanan yang diterima masyarakat,

baik dari aspek kecepatan pelayanan, kejelasan prosedur, transparansi biaya, maupun

kenyamanan fasilitas pelayanan, maka semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan SKCK.

Keempat, layanan publik terbukti mampu memediasi pengaruh kompetensi terhadap

indeks kepuasan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kompetensi aparatur

akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap kepuasan masyarakat apabila

diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas. Dengan demikian,

kualitas pelayanan menjadi mekanisme utama yang menghubungkan kompetensi

aparatur dengan kepuasan masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kompetensi

aparatur harus menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

institusi kepolisian sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang

profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
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